"SALINAN

BUPATI SEMARANG

PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 94 TAHUN 2011
TENTANG

PEDOMAN DAN TATA CARA PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa penanaman modal merupakan salah satu faktor
penggerak perekonomian daerah, sumber pembiayaan

pembangunan daerah dan penciptaan lapangan kerja, sehingga
untuk meningkatkan minat investor dalam penanaman modal
maka perlu diciptakan kemudahan pelayanan agar dapat
meningkatkan realisasi penanaman modal dan Kkesejahteraan
masyarakat dengan menjadikan Kabupaten Semarang sebagai
daerah yang menarik bagi penanaman modal;

b. bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang

Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan  Pemerintahan  Antara  Pemerintah,

;o Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota, Kabupaten Semarang mempunyai kewenangan

di bidang penanaman modal daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati
Semarang; ‘

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
' Daerah-dacrah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah;
2. Undanig-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-
batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat
II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958
Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1652);
3.  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
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Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4349);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) secbagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4484 );

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman
Modal ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4724 );

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4756 );

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro,
Kecil dan Menengah ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4866 ); '
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038 );
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan
Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3079) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan
Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan
Kabupaten Dacrah Tingkat II Semarang  Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 35000) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718) ;
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis
Mengenai Dampak Lingkungan ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3838 ) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585 );
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 );
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16. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman
Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal
di Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4861 );

17.  Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan
Industri ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4987 );

18.  Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan
Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang
Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman
Modal;

19.  Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan
Koordinasi Penanaman Modal;

20. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;

21. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1995 tentang Penggunaan
Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang;

22. Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 2000 tentang Kantor
Perwakilan Perusahaan Asing;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan
Pemerintahan Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah
Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 15);

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI SEMARANG TENTANG PEDOMAN DAN
TATA CARA PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN
SEMARANG.
BAB1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Semarang.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah
Dacrah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Dacrah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah.

Bupati Semarang yang seclanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten
Semarang.

Perangkat Daerah adalah Lembaga pada Pemerintah Kabupaten yang bertanggungjawab
kepada Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah,
Sekertariat DPRD, Badan, Dinas, Kantor, Kecamatan dan Kelurahan.
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Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam

modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah
Daerah.

Penanaman Modal Asing, yang selanjutnya disingkat PMA, adalah kegiatan menanam
modal untuk melakukan usaha di wilayah Kabupaten Semarang yang dilakukan penanam
modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya mapun yang berpatungan
dengan penanam modal dalam negeri.

Penanam modal dalam negeri, yang selanjutnya disingkat PMDN, adalah kegiatan
menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Daerah yang dilakukan oleh penanam
modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.

Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha vang melakukan penanaman
modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP, adalah kegiatan
penyelenggaraan suatu Perizinan dan Nonperizinan yang mendapat pendelegasian atau
pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan
dan nonperizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai
dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.

Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang, yang selanjutnya disingkat
KPPT, adalah kantor yang menyelenggarakan kegiatan perizinan dan nonperizinan
penanaman modal yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari Bupati
yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap
terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.

Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang
dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.

Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, dan informasi mengenai
penanaman modal, sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Perusahaan penanaman modal adalah badan usaha yang melakukan penanaman modal
baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.

Perluasan penanaman modal adalah penambahan kapasitas produksi melebihi kapasitas
produksi yang telah dizinkan.

Permohonan Pendaftaran Penanaman Modal adalah permohonan yang disampaikan oleh
penanam modal untuk mendapatkan persetujuan awal Pemerintah Daerah atas rencana
penanaman modalnya.

Pendaftaran Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut Pendaftaran, adalah bentuk
persetujuan awal KPPT sebagai dasar memulai rencana penanaman modal.

Permohonan Pendaftaran Perluasan Penanaman Modal adalah permohonan yang
disampaikan oleh penanam modal untuk mendapatkan persetujuan awal dari Pemerintah
Daerah atas rencana perluasan penanaman modal.

Pendaftaran Perluasan Penanaman Modal adalah bentuk persetujuan awal Pemerintah
Daerah sebagai dasar memulai rencana perluasan penanaman modal.

Permohonan izin Prinsip Penanaman Modal adalah permohonan yang disampaikan oleh
perusahaan untuk mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah dalam memulai kegiatan
penanaman modal.

Izin Prinsip Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut Izin Prinzip, adalah izin untuk
memulai kegiatan penanaman modal di bidang usaha yang dapat memperoleh fasilitas
fiskal dan dalam pelaksanaan penanaman modalnya memerlukan fasilitas fiskal.

Permohonan Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal adalah permohonan yang
disampaikan oleh perusahaan untuk mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah dalam
memulai rencana perluasan penanaman modal.
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Izin Prips.ip Perluasan Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut Izin Prinsip Perluasan,
adalah izin untuk memulai rencana perluasan penanaman modal di bidang usaha yang

dapat memperoleh fasilitas fiskal dan dalam pelaksanaan penanaman modalnya
memerlukan fasilitas fiskal.

Permohonan Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal adalah permohonan yang
disampaikan oleh perusahaan untuk mendapatkan izin Pemerintah Daerah dalam
melakukan perubahan atas ketentuan yang telah ditetapkan dalam Izin Prinsip / Izin
Prinsip Perluasan.

Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut Izin Prinsip
Perubahan adalah izin untuk melakukan perubahan atas ketentuan yang telah ditetapkan
dalam Izin Prinsip / Izin Prinsip Perluasan sebelumnya.

Permohonan Izin Usaha adalah permohonan yang disampaikan oleh perusahaan pada saat
perusahaan telah siap melaksanakan kegiatan produksi/operasi komersial baik produksi
barang maupun jasa sebagai pelaksanaan atas Pendaftaran/Izin Prinsip/Persetujuan
penanaman modal yang dimiliki perusahaan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan
perundang-undangan sektoral.

Izin Usaha adalah izin yang wajib dimiliki perusahaan untuk melaksanakan kegiatan
produksi/operasi komersial baik produksi barang maupun jasa sebagai pelaksanaan atas
Pendaftaran/Izin Prinsip/Persetujuan penanaman modalnya, kecuali ditentukan lain oleh
peraturan perundang-undangan sektoral.

Permohonan ljin Usaha Perluasan adalah permohonan yang disampaikan oleh perusahaan
pada saat perusahaan telah siap melaksanakan kegiatan produksi/operasi komersial atas
penambahan kapasitas produksi melebihi kapasitas produksi yang telah diizinkan, sebagai
pelaksanaan atas Izin Prinsip Perluasan/Persetujuan Perluasan yang dimiliki perusahaan,
kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan sektoral.

Izin Usaha Perluasan adalah izin yang wajib dimiliki oleh perusahaan untuk
melaksanakan kegiatan produksi/operasi komersial atas penambahan kapasitas produksi
melebihi kapasitas produksi yang telah diizinkan, sebagai pelaksanaan atas Izin Prinsip
Perluasan/Persetujuan Perluasan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-
undangan sektoral.

Permohonan Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (merger) adalah
permohonan yang diajukan oleh perusahaan yang meneruskan kegiatan usaha (surviving
company) untuk melaksanakan kegiatan produksi/operasi komersial setelah terjadi
merger.

Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (merger) adalah izin yang wajib
dimiliki oleh perusahaan yang meneruskan kegiatan usaha (surviving company) setelah
terjadinya merger, untuk melaksanakan kegiatan produksi/operasi komersial perusahaan
merger.

Permohonan Izin Usaha Perubahan adalah permohonan yang disampaikan perusahaan
untuk mendapatkan izin KPPT dalam melakukan perubahan atas ketentuan yang telah
ditetapkan dalam Izin Usaha/Izin Usaha Perluasan.

. Tzin Usaha Perubahan adalah izin yang wajib dimiliki oleh perusahaia untuk melakukan

perubahan ketentuan yang telah ditctepkun dulam Izin Usaha/lzi.. Usaha Perluasan
sebelumnya sebagai akibat dari perubahan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan
penanaman modal.

Permohonan fasilitas penanaman modal adalah permohonan yang disampaikan oleh
perusahaan yang memerlukan fasilitas dalam pelaksanaan penanaman modalnya.

Persetujuan pemberian fasilitas penanaman modal adalah persetujuan Kepala BKPM atas
nama Menteri Keuangan tentang pemberian fasilitas bea masuk atas impor mesin, barang

dan bahan.
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Permohonan fasilitas pajak penghasilan adalah permohonan yang disampaikan oleh
perusahaan untuk dapat memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah.

Penerbitan usulan/rekomendasi atas pemberian fasilitas pajak penghasilan adalah
usulan/rekomendasi Kepala BKPM atas pemberian fasilitas pajak penghasilan yang
ditujukan kepada Menteri Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak.

Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) adalah -angka pengenal yang dipergunakan
sebagai izin untuk memasukkan (impor) mesin/peralatan dan barang an bahan untuk
dipergunakan sendiri dalam proses produksi perusahasn penanaman modal yang
bersangkutan

Permohonan Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) adalah permohonan yang
disampaikan oleh perusahaan sebelum melakukan pengimporan mesin/peralatan dan
barang dan bahan. :

Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) adalah pengesahan rencana jumlah,
jabatan dan lama penggunaan tenaga kerja asing yang diperlukan sebagai dasar untuk
persetujuan pemasukan tenaga kerja asing dan penerbitan Izin Mempekerjakan Tenaga
Kerja Asing (IMTA).

Permohonan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), Rekomendasi Visa
Untuk Bekerja (TA.01) dan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) adalah
permohonan yang disampaikan oleh perusahaan untuk penggunaan tenaga kerja asing
dalam pelaksanaan penanaman modalnya.

Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) adalah izin bagi perusahaan untuk
mempekerjakan tenaga kerja Warga Negara Asing dalam jumlah, jabatan dan periode
tertentu.

Laporan Kegiatan Penanaman Modal, yang selanjutnya disingkat dengan LKPM, adalah
laporan berkala mengenai perkembangan kegiatan perusahaan dan kendala yang dihadapi
penanam modal.

Laporan Hasil Pemeriksaan Proyek, yang selanjutnya disingkat LHP adalah laporan hasil
pemeriksaan lapangan terhadap pelaksanaan kegiatan penanaman modal dalam rangka
pemberian fasilitas penanaman modal, pengenaan dan pembatalan sangsi, serta keperluan
pengendalian pelaksanaan lainnya.

Badan Koordinasi Penanaman Modal, yang selanjutnya disingkat BKPM, adalah
Lembaga Pemerintah Non Departemen yang bertanggung jawab di bidang penanaman
modal, yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab
langsung kepada Presiden.

Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik, yang selanjutnya
disingkat SPIPISE, adalah Sistem Elektronik Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang
terintegrasi antara BKPM dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Departemen
yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan dan KPPT.

BABII
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud penyusunan Peraturan Bupati tentang Pedoman dan Tata Cara Penanaman

Modal di Kabupaten Semarang adalah sebagai panduan bagi KPPT, para penanam
modal, serta masyarakat dalam memahami prosedur pengajuan dan proses penyelesaian
permohonan perizinan dan nonperizinan penanaman modal di Kabupaten Semarang,.
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(2) Tujuan penyusunan Peraturan Bupati tentang Pedoman dan Tata Cara Penanaman Modal

)

@

)

)

M

ey

di Kabupaten Semarang adalah :
a. memberikan gambaran umum tentang tata cara penanaman modal dan kepastian

waktu Penyelesaian permohonan perizinan dan nonperizinan penanaman modal;
b. tercapainya pelayanan yang mudah, cepat, tepat dan transparan.
BAB III
KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PENANAMAN MODAL

Pasal 3

Dalam rangka penyelenggaraan PTSP di bidang pelayanan Penanaman modal di
Kabupaten Semarang, Bupati memberikan pendelegasian wewenang pemberian
perizinan dan non perizinan atas urusan pemerintahan di bidang penanaman modal
kepada Kepala KPPT Kabupaten Semarang. v

Penyelenggaraan pelayanan Penanaman modal yang menjadi kewenangan KPPT adalah
Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang nilai investasinya sampai dengan
Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).
BAB IV
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PENANAMAN MODAL
Pasal 4
Semua bidang usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau
Jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan yang penetapannya
diatur dengan peraturan perundang-undangan.
Penanam modal yang akan melakukan kegiatan penanaman modal harus memperhatikan
peraturan perundang-undangan yang menyatakan bidang usaha atau jenis usaha yang
tertutup dan terbuka dengan persyaratan.
BABV
RUANG LINGKUP PELAYANAN PENANAMAN MODAL
Pasal 5
Jenis pelayanan penanaman modal adalah :
a. pelayanan perizinan;

b. pelayanan nonperizinan,

Jenis perizinan penanaman modal, antara kain :

a. pendaftaran penanaman modal;

b. izin prinsip penanaman modal;

c. izin prinsip perluasan penanaman modal;

d. izin prinsip perubahan penanaman modal;

€. izin usaha, izin usaha perluasan, izin usaha penggabungan perusahaan penanaman
modal (merger) dan izin usaha perubahan;

f. izin lokasi;

g. persetujuan pemanfaatan ruang;
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h. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);

i. Izin Gangguan (UUG/HO);

J- Surat Izin Pengambilan Air Bawah Tanah;
k. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);

. Hak Atas Tanah.

Jenis nonperizinan penanaman modal, antara lain :
a. insentif daerah;
b. layanan informasi dan layanan pengaduan.

Ruang lingkup pedoman dan tata cara permohonan perizinan yang diatur dalam
Peraturan Bupati ini adalah -

pendaftaran penanaman modal;

izin prinsip penanaman modal;

izin prinsip perluasan penanaman modal;

izin prinsip perubahan penanaman modal;

izin usaha, izin usaha perluasan, izin usaha penggabungan perusahaan penanaman
modal (merger) dan izin usaha perubahan.

oo op

Sedangkan untuk Izin lokasi, Persetujuan Pemanfaatan Ruang, Izin Mendirikan
Bangunan (IMB), Izin Gangguan (UUG/HO), Surat Izin Pengambilan Air Bawah Tanah,
Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Hak Atas Tanah diatur tersendiri oleh Satuan Kerja
Perangkat Daerah yang membidangi.

BAB VI
MEKANISME PELAYANAN PENANAMAN MODAL
Pasal 6

Penanam modal dapat mengajukan permohonan perizinan dan nonperizinan PMDN
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) secara manual atau melalui
SPIPISE kepada KPPT.

Penanam modal dapat mengajukan permohonan secara paralel untuk berbagai perizinan
dan nonperizinan yang tidak berkaitan, dengan hanya menyampaikan satu berkas
persyaratan permohonan melalui SPIPISE. '

Penanam modal yang menyampaikan permohonan melalui SPIPISE sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan formulir permohonan, kesepakatan para
pemegang saham yang telah dicatat oleh notaris, surat-surat pernyataan dan surat kuasa
asli pada saat :

a. penanam modal mengirimkan permohonan melalui SPIPISE; atau
b. penanam modal mengambil perizinan dan nonperizinan yang telah diterbitkan olch
KPPT.

Pasal 7

PMDN yang bidang usahanya dapat memperoleh fasilitas fiskal dan dalam pelaksanaan
penanaman modalnya memerlukan fasilitas fiskal, wajib memiliki Izin Prinsip.

PMDN yang bidang usahanya tidak memperoleh fasilitas fiskal dan/atau dalam
pelaksanaan penanaman modalnya tidak memerlukan fasilitas fiskal, tidak diwajibkan
memiliki Izin Prinsip.

Permohonan Izin Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan ke KPPT.
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(4) PMDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam pengurusan perizinan pelaksanaan
penanaman modalnya wajib memiliki :
a. akta dan pengesahan pendirian perusahaan atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi
perusahaan perorangan, dan
b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

(%) PMDN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat mengajukan pendaftaran apabila
diperlukan dalam pengurusan perizinan pelaksanaan penanaman modalnya.

Pasal 8

Fasilitas fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) antara lain :
a. fasilitas bea masuk atas impor mesin;

b.  fasilitas bea masuk atas impor barang dan bahan;
¢.  usulan untuk mendapatkan fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) badan.

Pasal 9

Perusahaan PMDN yang dalam pelaksanaan penanaman modalnya telah siap melakukan
kegiatan/ berproduksi komersial, wajib mengajukan permohonan Izin Usaha ke KPPT.

BAB VII
PENGEMBAINGAN USAHA
Pasal 10

(1) Perusahaan PMDN dapat melakukan pengembangan usaha dibidang-bidang usaha
lainnya sesuai denga Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat merupakan perluasan
usaha atau penambahan bidang usaha.

(3) Perusahaan yang kegiatan usaha awalnya memiliki Izin Prinsip dapat melakukan
perluasan usaha dengan kewajiban memiliki Izin Prinsip Perluasan.

(4) Perusahaan yang kegiatan usaha awalnya tidak memiliki Izin Prinsip dapat melakukan
perluasan usahanya dengan mengajukan Pendaftaran Perluasan, apabila diperlukan.

(5) Perusahaan yang kegiatan usaha awalnya memiliki atau tidak memiliki Izin Prinsip
dapat melakukan penambahan bidang usaha atau jenis produksi :
a. di bidang usaha yang dapat memperoleh fasilitas fiskal, dengan wajib memiliki Izin
Prinsip atas tambahan bidang usaha/jenis produksinya;
b. di bidang usaha yang tidak memperoleh fasilitas fickal, dapat mengajukan
Pendaftaran atas tambahan bidang usaha/jenis produksinya, apabila diperlukan.

Pasal 11

(1) Perusahaan PMDN yang akan melakukan perhiasan usaha dibidang yang dapat
memperoleh fasilitas fiskal dan berada di lokasi yang sama dengan usaha sebelumnya,
terlebih dahulu wajib memiliki Izin Usaha atas kegiatan usaha sebelumnya.

(2) Dalam hal perusahaan PMDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan
perluasan di lokasi yang berbeda dengan usaha sebelumnya, permohonan perluasan
dapat diajukan tanpa dipersyaratkan memiliki Izin Usaha terlebih dahulu atas kegiatan
usaha sebelumnya.
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At.aS rencana perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) permohonan Izin
Prinsip Perluasannya diajukan ke KPPT.

BAB VIII
PENGALIHAN KEPEMILIKAN SAHAM ASING
Pasal 12

Perusahaan PMDN yang tidak memiliki Izin Prinsip dan belum memiliki Izin Usaha
atau belum memiliki Izin Prinsip, akan melakukan perubahan penyertaan dalam modal
perseroan karena masuknya modal asing yang mengakibatkan seluruh / sebagian modal
perseroan menjadi modal asing, wajib melakukan Pendaftaran penanaman modalnya
sebagai akibat dari perubahan yang terjadi ke PTSP BKPM.

Perusahaan PMDN yang telah memiliki Izin Prinsip atau Izin Usaha, akan melakukan
perubahan penyertaan dalam modal perseroan karena masuknya modal asing yang
mengakibatkan seluruh/sebagian modal perseroan menjadi modal asing, wajib
mengajukan permohonan Izin Prinsip atau Izin Usaha atas penanaman modalnya sebagai
akibat dari perubahan yang terjadi ke PTSP BKPM.

Untuk perusahaan PMDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebelum mengajukan
permohonan Izin Prinsip atau Izin Usaha ke PTSP BKPM dipersyaratkan melampirkan

Surat Pengantar dari KPPT wentang rencana masuknya modal wsing, scbagaimana
tercantum dalam Lampiran VIL

Dalam hal Surat Pengantar dari KPPT belum diterbitkan dalam jangka waktu Paling
lambat 10 (sepuluh) hari kerja, perusahaan dapat melampirkan tanda terima pengajuan
permohonan dimaksud.
BAB IX
PENGGABUNGAN PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL (MERGER)

Pasal 13

Perusahaan yang akan melakukan penggalsungan (merger) harus menienuhi Ketentuan
Peraturan Perundang-undangan  yang  terkait dengan larangan  prakick monopoli  dan
persaingan usaha tidak sehat dan Undang-Undang perseroan terbatas.

1)

@

3

Pasal 14

Penggabungan perusahaan dapat dilakukan baik antar perusahaan PMA atau antar
perusahaan PMDN, maupun antara perusahaan PMA dengan perusahaan PMDN.

Perusahaan PMDN yang akan melakukan penggabungan (merger) wajib memiliki Izin
Usaha.

Dalam hal perusahaan yang akan melakukan penggabungan tidak memiliki kegiatan
usaha yang masih dalam tahap pembangunan, perusahaan yang meneruskan kegiatan
(surviving company) wajib memiliki Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman
Modal (merger) sebelum memulai kegiatan produksi/operasi komersial.
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kegiatan usaha dan salah satu kegiatan usahanya masih dalam tahap pembangunan,

maka :

a. atas kegiatan yang telah memiliki Izin Usaha, perusahaan yang meneruskan
kegiatan (surviving company) harus mengajukan Izin Usaha Penggabungan
Perusahaan Penanaman Modal (merger).

b. atas kegiatan yang masih dalam tahap pembangunan, apabila kegiatan dimaksud
berada pada :

l. perusahaan yang meneruskan kegiatan (surviving company), maka dalam
melaksanakan kegiatannya cukup menggunakan Izin Prinsip/ Izin Prinsip
Perluasan yang telah dimiliki oleh perusahaan yang meneruskan kegiatan
(surviving company).

2. perusahaan yang menggabung (merging company), maka untuk melaksanakan
kegiatannya perusahaan yang meneruskan kegiatan (surviving company) harus
mengajukan permohonan Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan.

C. untuk kegiatan yang masih dalam tahap pembangunan namun tidak memerlukan
fasilitas fiskal, perusahaan yang meneruskan kegiatan (surviving company) dapat
melakukan Pendaftaran atau langsung mengajukan permohonan Izin Usaha/lzin
Usaha Perluasan apabila telah siap produksi/operasi komersial.

BAB X
FASILITAS FISKAL, NON FISKAL DAN INSENTIF DAERAH
Pasal 15

Permohonan fasilitas fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 bagi penanaman
modal diajukan kepada PTSP BKPM.

Permohonan baru fasilitas nonfiskal berupa IMTA diajukan kepada PTSP BKPM.

Permohonan perpanjangan IMTA bagi tenaga kerja asing yang lokasi kerjanya di Daerah
diajukan kepada KPPT.

Pasal 16

Penanaman modal PMDN yang memerlukan insentif daerah dan/atau kemudahan
penanaman modal di daerah dapat mengajukan permohonan ke KPPT.

Ketentuan mengenai pemberian insentif dan/atau kemudahan daerah dilaksanakan
berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang pemberian insentif
dan pemberian kemudahan penanaman modal di daerah.

BAB X1
PENERBITAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

Pasal 17

Penerbitan perizinan dan nonperizinan yang diperoleh berdasarkan pendelegasian wewenang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), ditanda tangani oleh Kepala KPPT atas nama
Bupati.
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BAB XII
PELAYANAN PERIZINAN PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu
Pendaftaran Penanaman Modal

Pasal 18

Permohonan Pendaftaran PMDN yang nilai investasinya sampai dengan

Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), yang memerlukan dan yang tidak
memerlukan fasilitas fiskal disampaikan kepada KPPT.

Permohonan pendaftaran diajukan oleh perseorangan warga negara Indonesia dan/atau
badan usaha Indonesia lainnya.

Permohonan Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan menggunakan

formulir Pendaftaran, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, dengan dilengkapi persyaratan bukti diri
pemohon :

a. rekaman KTP yang masih berlaku;

b. rekaman akta pendirian perusahaan dan perubahannya beserta pengesahan dari
Menteri Hukum dan HAM,;

¢. rekaman NPWP baik untuk pemohon adalah perorangan maupun badan hukum;

d. permohonan Pendafiaran ditanda tangani diatas materai cukup oleh seluruh
pemohon (bila perusahaan belum berbadan hukum) atau oleh direksi perusahaan
(bila perusahaan sudah berbadan hukum);

. surat kuasa asli bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak
dilakukan secara langsung oleh pemohon/direksi perusahaan.

Pendaftaran diterbitkan dalam 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang
lengkap dan benar.

Bentuk Pendaftaran tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Izin Prinsip Penanaman Modal

Pasal 19

Permohonan Izin Prinsip untuk perusahaan PMDN diajukan oleh :

a. perseorangan Warga Negara Indonesia;

b. Perseroan Terbatas (PT) dan/atau perusahaan nasional yang seluruh sahamnya
dimiliki oleh Warga Negara Indonesia;

¢. Commanditaire Vennootschap (CV), atau Firma (Fa), atau Usaha Perseorangan;

d. Koperasi;

e. Yayasan yang didirikan oleh Warga Negara Indonesia /Perusahaan nasional yang
seluruh sahamnya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia; atau

f.  Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Permohonan Izin Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh
pemohon ke KPPT dengan menggunakan formulir Izin Prinsip, sebagaimana tercantum
dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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(3) Permohonan Izin Prinsip sebagalmana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan
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persyaratan sebagai berikut :
a. bukti diri pemohon :

1. pendaftaran bagi badan usaha yang telah melakukan pendaftaran;

2. rekaman Akta Pendirian perusahaan dan perubahannya untuk Perseroan
Terbatas (PT), Commanditaire Vennootschap (CV), Firma (Fa) atau rekaman
Anggaran Dasar bagi Badan Usaha Koperasi;

3. rekaman pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dari Menteri Hukum dan
HAM atau pengesahan Anggaran Dasar Badan Usaha Koperasi oleh instansi
yang berwenang;

4. rekaman KTP untuk perseorangan;

5. rekaman NPWP.

b. keterangan rencana kegiatan, berupa :

1. uraian proses produksi yang mencantumkan jenis bahan baku dan dilengkapi
dengan diagram alir (flow chart);

2. uraian kegiatan usaha sektor jasa.

rekomendasi dari instansi pemerintah terkait apabila dipersyaratkan;

permohonan yang tidak secara langsung disampaikan oleh pemohon ke KPPT

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri surat kuasa asli bermeterai

cukup yang dilengkapi identitas diri yang jelas dari penerima kuasa.

a0

Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan Izin Prinsip dengan
tembusan pada :
Kementerian Dalam Negeri;
Kementerian Keuangan;
Kementerian Hukum dan HAM u.p. Dirjen. Administrasi Hukum Umum;
Kementerian yang membina bidang usaha penanaman modal yang bersangkutan;
Kementerian Negara Lingkungan Hidup [bagi perusahaan yang diwajibkan
AMDAL atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL)/Upaya Pemantauan
Lingkungan (UPL)];
f. Kementerian Negara Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah (bagi bidang
usaha yang diwajibkan bermitra);
Gubernur Bank Indonesia;
Kepala Badan Pertanahan Nasional (bagi penanam modal yang akan memiliki
lahan);
Direktur Jenderal Pajak;
Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
Direktur Jenderal Teknis yang bersangkutan;
Gubernur Jawa Tengah;
. Bupati Semarang;
Kepala BPMD Provinsi Jawa Tengah.
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Izin Prinsip diterbitkan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan
dengan lengkap dan benar.

Bentuk Izin Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagaimana tercantum dalam
Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal

Pasal 20

Permohonan Izin Prinsip Perluasan, diajukan dengan menggunakan formulir Izin Prinsip
Perluasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, dengan dilengkapi persyaratan :

a. rekaman Izin Usaha, bila diperlukan;




b. rekaman Akta Pendirian dan perubahannya, dilengkapi dengan pengesahan dari
Kementerian Hukum dan HAM;

¢. keterangan rencana kegiatan, berupa :

1. uraian proses produksi yang mencantumkan jenis bahan baku dan dilengkapi
dengan diagram alir (flow chart);

2. uraian kegiatan usaha sektor jasa.

d. rekaman Izin Prinsip dan/atau perubahannya.

e. dalam hal terjadi perubahan penyertaan dalam modal perseroan yang
mengakibatkan terjadinya perubahan persentase saham antara asing dan Indonesia
dalam modal perseroan atau terjadi perubahan nama dan negara asal pemegang
saham, perusahaan harus menyampaikan :

1. kesepakatan perubahan komposisi saham antara asing dan Indonesia dalam
perseroan yang dituangkan dalam bentuk rekaman Risalah Rapat Umum
Pemegang Saham (RUPS)/ Keputusan Sirkular yang ditandatangani oleh seluruh
pemegang saham dan telah dicatat oleh Notaris atau rekaman Pernyataan
Keputusan Rapat/ Berita Acara Rapat dalam bentuk Akta Notaris, yang
memenuhi ketentuan Pasal 21 dan Bab VI Undang-Undang Nomor 40 Tahun
2007 tentang Perseroan Terbatas, dilengkapi dengan bukti diri dari pemegang
saham baru;

i 2. kronologis penyertaan dalam modal perseroan sejak pendirian perusahaan sampai
Vo dengan permohonan terakhir.

f. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM);

Permohonan 1zin Prinsip Perluasan :

1. disampaikan oleh direksi perusahaan ke KPPT;

2. permohonan yang tidak secara langsung disampaikan oleh direksi perusahaan ke
KPPT harus dilampiri surat kuasa.

(2) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan Izin Prinsip
Perluasan dengan tembusan pejabat Instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat

).

(3) Izin Prinsip Perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan paling lambat 3
(tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan dengan lengkap dan benar.

(4) Bentuk Izin Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran VI
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

N

Bagian Keempat
1zin Prinsip Perubahan Penanaman Modal

Pasal 21

(1) PMDN dapat mengubah :
a. ketentuan bidang usaha termasuk jenis dan kapasitas produksi; dan/atau
b. penyertaan modal dalam perseroan;
c. jangka waktu penyelesaian proyek;
yang tercantum dalam Izin Prinsip atau Izin Prinsip Perluasan.

(2) Atas perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perusahaan harus memiliki Izin
Prinsip Perubahan.

(3) Permohonan Izin Prinsip Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan ke
KPPT.
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Pasal 22

Perubahan penyertaan dalam modal perseroan yang wajib memiliki Izin Prinsip
Perubahan meliputi perubahan persentase kepemilikan saham asing serta perubahan
nama dan negara asal pemilik modal asing.

Pada perusahaan terbuka (Tbk) :

a. wajib memiliki Izin Prinsip Perubahan apabila perubahan terjadi pada saham
pendiri/ pengendali yang dimiliki paling sedikit 2 (dua) tahun dan dilakukan di
pasar modal dalam negeri;

b. tidak diwajibkan memiliki Izin Prinsip Perubahan apabila perubahan terjadi atas
saham yang berada dalam kelompok saham masyarakat.

Pasal 23

Jangka waktu penyelesaian proyek ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun sejak tanggal
diterbitkannya Izin Prinsip Penanaman Modal.

Apabila diperlukan, jangka waktu penyelesaian proyek sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat diberikan perpanjangan tambahan waktu penyelesaian proyek.

Pasal 24

Perusahaan PMDN yang telah memiliki Izin Prinsip dan telah maupun yang belum
merealisasikan fasilitas fiskal/ nonfiskal atau telah memiliki Izin Usaha, dapat mengubah
lokasi proyek penanaman modalnya.

Atas perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perusahaan mengajukan
permohonan Izin Prinsip Perubahan ke PTSP di lokasi yang baru dengan melampirkan
surat rekomendasi pindah lokasi dari KPPT.

Pasal 25

Perubahan atas ketentuan yang tercantum dalam Pendaftaran atau Izin Prinsip selain
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), perusahaan harus melaporkan
perubahan tersebut ke PTSP dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum
dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.

Berdasarkan laporan tentang perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPT
menerbitkan surat telah mencatat perubahan tersebut, sebagaimana tercantum dalam
Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 26

Permohonan Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 21 ayat (1), dengan menggunakan formulir Izin Prinsip Perubahan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini dan dilengkapi persyaratan :
a. rekaman Izin Prinsip Penanaman Modal yang dimohonkan perubahannya;
b. rekaman Akta Pendirian dan perubahannya, dilengkapi dengan pengesahan dari
Kementerian Hukum dan HAM;
¢. untuk perubahan bidang usaha (jenis/kapasitas produksi) dilengkapi dengan :
1. keterangan rencana kegiatan, berupa wuraian proses produksi yang
mencantumkan jenis bahan baku dan dilengkapi dengan diagram alir (flow
chart);
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2. rekomendasi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi terkait, bila
dipersyaratkan.
d. untuk perubahan penyertaan dalam modal perseroan dilengkapi dengan :
1. kesepakatan para pemegang saham tentang perubahan persentase saham antara
asing dan Indonesia dalam perseroan yang dituangkan dalam bentuk rekaman
Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)/ Keputusan Sirkular yang
ditandatangani oleh seluruh pemegang saham dan telah dicatat oleh Notaris atau
rekaman Pernyataan Keputusan Rapat/ Berita Acara Rapat dalam bentuk Akta
Notaris, yang memenuhi ketentuan Pasal 21 dan Bab VI Undang-Undang
Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan dilengkapi dengan
bukti diri pemegang saham baru; '
2. kronologis penyertaan dalam modal perseroan sejak pendirian perusahaan
sampai dengan permohonan terakhir;
3. khusus untuk perusahaan terbuka (Tbk), permohonan dilengkapi dengan
persyaratan sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di pasar modal.
€. untuk perubahan jangka waktu penyelesaian proyek dilengkapi dengan alasan
perubahan;
f.  Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode terakhir;
g Permohonan Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal
1. disampaikan oleh direksi perusahaan ke KPPT;
2. permohonan yang tidak secara langsung disampaikan oleh direksi perusahaan
ke KPPT harus dilampiri surat kuasa bermaterai cukup yang dilengkapi dengan
identitas diri yang jelas dari penerima kuasa.

Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan Izin Prinsip
Perubahan Penanaman Modal dengan tembusan kepada pejabat Instansi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4).

Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal diterbitkan paling lambat 5 (lima) hari kerja
sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.

Bentuk Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
tercantum dalam Lampiran X1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Bagian Kelima
Izin Usaha

Pasal 27

Perusahaan PMDN yang telah memiliki Pendaftaran/ Izin Prinsip/ Surat Persetujuan
Penanaman Modal harus memperoleh Izin Usaha untuk dapat memulai pelaksanaan
kegiatan operasi/produksi komersial kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-
undangan sektoral.

Perusahaan PMDN yang telah memiliki Izin Prinsip Perluasan/ Surat Persetujuan
Perluasan Penanaman Modal, harus memperoleh Izin Usaha Perluasan untuk dapat
memulai pelaksanaan kegiatan operasi/ produksi komersial atas proyek perluasannya,
kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan sektoral.

Perusahaan PMDN yang tidak memerlukan fasilitas dan tidak memiliki Pendaftaran
Penanaman Modal diwajibkan mengajukan permohonan Izin Usaha pada saat
melakukan produksi komersial.

Perusahaan PMDN yang masing-masing telah memiliki Izin Usaha dan kemudian
melakukan penggabungan perusahaan (merger) langsung mengajukan permohonan Izin
Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (merger).
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Perusahaan PMDN yang telah memiliki Izin Usaha dapat melakukan perubahan atas
ketentuan yang tercantum dalam Izin Usahanya, meliputi perubahan lokasi proyek, jenis
produksi/diversifikasi produksi tanpa menambah mesin/peralatan dalam lingkup
Klasifikasi Baku Lapangan Usaha yang sama, penyertaan dalam modal perseroan,
perpanjangan Izin Usaha dengan menga;ukan permohonan Izin Usaha Perubahan.

Izin Usaha berlaku sepanjang perusahaan masih melakukan kegiatan usaha, kecuali
ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan sektoral.

Pasal 28

Permohonan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2),
ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diajukan ke KPPT.

Atas Surat Persetujuan atau Surat Persetujuan Perluasan Penanaman Modal yang
diterbitkan oleh BKPM sebelum berlakunya Peraturan ini, maka Permohonan Izin
Usahanya, diajukan kepada KPPT.

Permohonan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2) dan

ayat (3) diajukan dengan menggunakan formulir Izin Usaha sebagaimana tercantum

dalam Lampiran XII untuk yang berlokasi diluar kawasan industri dan Lampiran XIII

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini untuk yang berlokasi

di dalam kawasan industri, dengan dilengkapi persyaratan :

a. Laporan Hasil Pemeriksaan proyek (LHP), untuk permohonan Izin Usaha atau Izin
Usaha Perluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) yang
kegiatan usahanya memerlukan fasilitas bea masuk atas impor barang dan bahan;

b. rekaman akta pendirian dan pengesahan serta akta perubahan dan pengesahan dari
Kementerian Hukum dan HAM,;

c. rekaman pendaftaran/Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan/Surat Persetujuan
Penanaman Modal/Izin Usaha dan/atau Surat Persetujuan Perluasan Penanaman
Modal/Izin Usaha Perluasan yang dimiliki;

d. rekaman NPWP;

e. bukti penguasaan/penggunaan tanah atas nama :

1. rekaman sertifikat Hak Atas Tanah atau akta jual beli tanah oleh PPAT; atau
2. rekaman perjanjian sewa-menyewa tanah.
f.  bukti penguasaan/penggunaan gedung/bangunan :
1. rekaman Izin Mendirikan Bangunan (IMB); atau
2. rekaman akta jual beli/perjanjian sewa menyewa gedung/bangunan.

g. rekaman Izin Gangguan (UUG/HO) atau rekaman Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
bagi perusahaan yang berlokasi di luar kawasan industri;

h. rekaman Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode terakhir;

i. rekaman persetujuan/pengesahan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
(AMDAL) atau rekaman persetujuan/pengesahan dokumen Upaya Pengelolaan
Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL);

j-  Permohonan ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi perusahaan;

k. Surat Kuasa bermaterai cukup yang dilengkapi dengan identitas diri yang jelas dari
penerima kuasa untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara
langsung oleh direksi perusahaan.

Permohonan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) diajukan dengan

menggunakan formulir Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal

(merger) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupali ini , ¢ .agan dilenghapi persyaratan :

a. Rekaman Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya dengan pengesahan dari
Menteri Hukum dan HAM untuk masing-masing usaha;
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b. Kesepakatan seluruh pemegang saham masing-masing perusahaan baik perusahaan
yang meneruskan kegiatan (surviving company) maupun perusahaan yang
menggabung (merging company) tentang persetujuan penggabungan perusahaan
dalam bentuk akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang
memenuhi ketentuan Bab VI Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas;

¢. Kesepakatan seluruh pemegang saham perusahaan yaitu perusahaan yang
meneruskan kegiatan (surviving company) dan perusahaan yang menggabung
(merging company) tentang rencana penggabungan perusahaan dalam bentuk akta
merger yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan HAM.

d. Rekaman Izin Usaha, Izin Prinsip/Surat Pernyataan Persetujuan Penanaman Modal
dan Perubahannya dari masing-masing perusahaan;

¢. Rekaman Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode terakhir bagi
perusahaan yang meneruskan kegiatan usaha (surviving company);

f.  Surat Kuasa bermeterai yang cukup yang dilengkapi dengan identitas diri yang jelas
dari penerima kuasa untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara
langsung oleh direksi perusahaan. ’

Permohonan Izin Usaha Perubahan schagaimana dimaksud dalam PBasal 27 ayat (5)
diajukan dengan menggunakan Surat Termohonan dengan dilengkapi data pendukung
atas perubahan yang diajukan.

Perubahan atas ketentuan yang tercantum dalam Izin Usaha selain yang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), perusahaan harus melaporkan perubahan dengan
menggunakan Surat Pemberitahuan. Berdasarkan laporan perusahaan tersebut, KPMPT
menerbitkan Surat telah mencatat perubahan.

Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat 5)
diterbitkan Izin Usaha atau Izin Us: a Perluasan atav Izin Us.ha Penggabungan
Perusahaan Penanaman Modal (merger) atau lzin Usaha Perubahan dengan tembusan
kepada pejabat instansi :

a. Menteri yang membina bidang usaha penanaman modal yang bersangkutan;
b. Kepala BKPM;

¢. Direktur Jenderal Teknis yang bersangkutan;

d. Direktur Jenderal Pajak;

e. Gubernur Jawa Tengah;

f.

Kepala BPMD Provinsi Jawa Tengah.

Izin Usaha atau Izin Usaha Perluasan atau Izin Usaha Penggabungan Perusahaan
Penanaman Modal (merger) diterbitkan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak
diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.

Izin Usaha Perubahan diterbitkan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya
permohonan yang lengkap dan benar.

Bentuk Izin Usaha atau Izin Usaha Perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat @)
tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Bentuk Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (merger) sebagaimana
dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bentuk Izin Usaha Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam
Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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BAB XIII
PELAYANAN NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu
Fasilitas Bea Masuk Atas Impor Mesin, Barang dan Bahan

Paragraf 1
Permohonan Fasilitas Bea Masuk Atas Impor Mesin

Pasal 29

Permohonan fasilitas bea masuk atas impor mesin bagi perusahaan PMDN yang telah
mendapat Izin Prinsip Penanaman Modal dari KPPT diajukan kepada PTSP-BKPM.

Paragraf 2
Perubahan/Penambahan Fasilitas Bea Masuk atas Impor Mesin

Pasal 30
Permohonan Perubahan/Penambahan Fasilitas Bea Masuk atas Impor Mesin bagi perusahaan
PMDN yang telah mendapat Surat Persetujuan Fasilitas Bea Masuk sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 29, diajukan kepada PTSP-BKPM.

Paragraf 3
Perpanjangan Waktu Pengimporan Mesin

Pasal 31

Permohonan Persetujuan Perpanjangan Waktu Pengimporan Mesin bagi perusahaan PMDN
yang telah mendapat Surat Persetujuan Fasilitas Bea Masuk, diajukan kepada PTSP-BKPM.

Bagian Kedua
Fasilitas Bea Masuk Atas Impor Barang dan Bahan

Paragraf 1
Permohonan Fasilitas Bea Masuk Atas Impor Barang dan Bahan

Pasal 32

Permohonan fasilitas bea masuk atas impor barang dan bahan bagi perusahaan PMDN yang
telah mendapat persetujuan fasilitas pembebasan atas impor mesin diajukan ke PTSP-BKPM.

Paragrat 2
Perubahan/Penambahan Fasilitas Bea Masuk Atas Impor Barang dan Bahan

Pasal 33
Permohonan Persetujuan Perubahan/Penambahan Fasilitas Bea Masuk Atas Impor Barang dan

Bahan bagi perusahaan PMDN yang telah mendapat Surat Persetujuan Fasilitas, diajukan
kepada PTSP-BKPM.
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Paragraf 3
Perpanjangan Waktu Pengimporan Barang dan Bahan

Pasal 34

PMDN yang telah memperoleh fasilitas bea masuk atas impor barang dan bahan, apabila
belum menyelesaikan impornya dalam waktu 2 (dua) tahun diberikan perpanjangan

waktu pengimporan selama 1 (satu) tahun terhitung sejak berakhirnya masa berlaku
fasilitas barang dan bahan.

Permohonan Persetujuan Perpanjangan Waktu Pengimporan Barang dan Bahan bagi
perusahaan PMDN yang telah mendapat Surat Persetujuan Fasilitas Penanaman Modal,
diajukan ke PTSP-BKPM.

Bagian Ketiga
Usulan Fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) Badan

Pasal 35

Perusahaan PMDN yang bergerak di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-
daerah tertentu, dapat diberikan usulan untuk mendapatkan fasilitas pajak penghasilan
badan.

Permohonan usulan untuk mendapatkan fasilitas pajak penghasilan badan bagi

perusahaan PMDN, wajib pajak dalam negeri perseroan terbatas dan koperasi diajukan
kepada PTSP-BKPM.

Bagian Keempat
Angka Pengenal Importir Produsen (API-P)

Pasal 36

Perusahaan PMDN yang akan melaksanakan sendiri pengimporan mesin/peralatan dan
barang dan bahan untuk dipergunakan sendiri dan/atau untuk mendukung proses
produksi, harus memiliki Angka Pengenal Importir Produsen (API-P).

Permohonan untuk memperoleh API-P sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan
kepada PTSP-BKPM.

Pasal 37

Untuk setiap perubahan ketentuan yang telah ditetapkan dalam API-P harus mengajukan
permohonan perubahan API-P.

Permohonan perubahan API-P sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan ke PTSP-
BKPM.

Bagian Kelima
Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Pasal 38

Perusahaan PMDN yang akan menggunakan tenaga kerja asing untuk mendukung
proses produksi, harus ‘mengajukan permohonan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja
Asing (RPTKA).
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Permohonan RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada PTSP-
BKPM.

Pasal 39

Setiap perubahan dan perpanjangan RPTKA harus memperoleh pengesahan RPTKA.

Perubahan PTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perubahan jabatan,
lokasi dan jumlah tenaga asing diajukan ke PTSP-BKPM.

Bagian Keenam
Layanan Informasi Dan Layanan Pengaduan

Paragraf 1
Layanan Informasi

Pasal 40

Layanan Informasi yang terkait dengan penanaman modal dilakukan oleh KPPT kepada
para penanam modal.

Ruang lingkup yang disediakan mencakup informasi dan bimbingan, antara lain tentang:

a. penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan penanaman modal;

b. prosedur alur proses/mekanisme pelayanan penerbitan persetujuan Perizinan dan
Nonperizinan;

¢. pengisian formulir permohonan Perizinan dan Nonperizinan;

d. persyaratan, peraturan dan ketentuan yang terkait dengan proses penerbitan
persetujuan Perizinan dan Nonperizinan.

Paragraf 2
Layanan Pengaduan

Pasal 41

KPMPT menyediakan layanan pengaduan atas penyelenggaraan pelayanan penanaman
modal bagi para Penanam Modal.

Pengaduan atas penyelenggaraan pelayanan penanaman modal sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara langsung disampaikan kepada KPPT dan
secara tidak langsung melalui SPIPISE.
BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

Semua perizinan dan Nonperizinan PMDN yang telah diterbitkan sebelum berlakunya
Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku sampai masa berlakunya perizinan dan
nonperizinan berakhir.
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(2) Permohonan RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada PTSP-
BKPM.

Pasal 39

(1)  Setiap perubahan dan perpanjangan RPTKA harus memperoleh pengesahan RPTKA.

(2) Perubahan PTKA sebagannana dimaksud pada ayat (1) meliputi perubahan jabatan,
lokasi dan jumlah tenaga asing diajukan ke PTSP-BKPM.

Bagian Keenam
Layanan Informasi Dan Layanan Pengaduan

Paragraf 1
Layanan Informasi

Pasal 40

(1) Layanan Informasi yang terkait dengan penanaman modal dilakukan oleh KPMPT
- kepada para penanam modal.

(2) Ruang lingkup yang disediakan mencakup informasi dan bimbingan, antara lain tentang:
a. penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan penanaman modal;
b. prosedur alur proses/mekanisme pelayanan penerbitan persetujuan Perizinan dan
Nonperizinan;
c. pengisian formulir permohonan Perizinan dan Nonperizinan;
d. persyaratan, peraturan dan ketentuan yang terkait dengan proses penerbitan
persetujuan Perizinan dan Nonperizinan.

Paragraf 2
Layanan Pengaduan

Pasal 41

(1) KPMPT menyediakan layanan pengaduan atas penyelenggaraan pelayanan penanaman
modal bagi para Penanam Modal. ,

(2) Pengaduan atas penyelenggaraan pelaya.nan penanaman modal sebagalmana dlmaksud
pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara langsung dlsampalkan kepada KPMPT dan /
secara tidak langsung melalui SPIPISE. L

BAB XIV o
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal42 - ST
Semua perizinan dan Nonperizinan PMDN yang telah diterbitkan sebelum berlakunya

Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku sampa1 masa berlakunya perizinan - dan
nonperizinan berakhir.
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BAB XV

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 43
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang,

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 08 - 03- 2017

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 09 —09 —2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG

S ‘
~ ==~ "BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2011 NOMOR 94
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Lampiran I Peraturan Bupati Semarang
Nomor 39 Tahun 207/
Tanggal 08 - 09 - ot

Benmk Permohonan Pendaftaran Penanaman Modal
(Investment Registration Application Form)

PERMOHONAN PENDAFTARAN FENANAMAN MODAL
(APPLICATION FOR INVESTMENT REGISTRATION)

Permohonan PENDAFTARAN PENANAMAN MODAL ini diajukan kepada Kantor Pelayanan

Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk rencana penanaman modal dalam rangka Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2007.

This INVESTMENT REGISTRATION is herewith submitted to the One Door Infegrated Services
Office for the purpose of investment under the Investment Law No. 25 of 2007.

I. KETERANGAN PEMOHON
- 1. DETAILS OF APPLICANT

Jika perusahaan belum berbadan hukum maka pemohon diist dengan data seluruh calon
pemegang saham perusahaan yang akan didirikan.

If the company is not yet incorporated, then the applicant data should be filled out with
all participant’s data of the company which is about to be established.

1. Nama Perusahaan (fentatif/tetap)”)

I eseerenseneeseneanarasranseresnnas vensennene
Name of tentative/ :
np ) D envineen vennnes vesesesasnaseanasees anaveren
2. Nama Pemohon :
2.

Name of Applicant I ecisseiescesisessectsessassansnerrenneanntnn
3. Penyertaan Dalam Modal Perseroan

Shareholding (s)

Hanya diisi untuk perusahaan penanaman modal asing

For forejgn direct investment company only

a. Peserta Asing Alamat dan Negara Rp/US$ ™) % )
Forejgn Sharcholder (s) Asal
- Address and Country
o 4/\‘ of W
Sub Total

 b. Peserta Indonesia Alamat . -
 Indonesian Shareholder (s) Address Rp/USS %) %)

c. Total (a+b)

100%

- Zetrine which is not spplicable

* =-- lempar saham/the percentage is upon
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4.

" Correspondence Address

5.

Alamat Korespondensi

D eeirttietneraeennraesererreteaneenaoannns
.............................................
.............................................
.............................................

- Nomor Telepon
Phone number

- Faksimili
Faxmiile ol iiririereerereeerreanereaaaa e aaatans

il
.
- E-ma t essseeratssensreanecusastacananiasrasanssnny
.
E .
T eteeesscesasescsssaveraancessesacnsasissiesne

..............................................

----------------------------------------------

----------------------------------------------

Akta Pendirian dan Perubahannya (Nama Notaris, Nomor dan Tanggal) dan
Pengesahan  Menteri  Hukum dan HAM  (Nomor dan Tanggal)

Hanya diisi jika perusahaan sudah berbadan hokum
Company’s Deed of Establishment and its Amendment (Name, Notary and Date) and

Legalisation from the Minister of Law and Human Rights (Number and Datc) : .........
Should be filled out if the company is already incorporated

II. KETERANGAN RENCANA PENANAMAN MODAL
DESCRIPTION OF INVESTMENT/PROJECT FLAN

Jika penanaman modal yang direncanakan akan mencakup lebih dari satu bidang usaha
dan/atau direncanakan akan berada di lebih dari satu Kabupaten/ !§Okt: atau lebgld m
satu Provinsi, maka rencana kegiatan (bidang usaha, lokasi , jenis/kapasitas p :

dan nilai investasi) harusdirim:iuntuksctiapbidangusahadan’/atauuntuksehaplokam~

If

the proposed investment/project is planned to cover more than one sector/ line of

business and/or planned to locate in more than one Regency/Municipality or more than
onc Province, then the investment/project plan (line of business, location,
type/production capacity and investment fands) should be specified for each sector/ line

of business and/or for each location.
1. Bidang Usaha 5 ireeevrreeenesranesennasesnsarenernastasaies
Line of Business D eetresrecesseesenevesnensararerranreeranranes
2. Lokasi Proyek
Project Location *
Kabupaten/Kota S eteeereeeteserensevanesrnestiranensessarions
Regency/Municipality T eereransorssersacsusesees teverecosnreurerenns
Provinsi 5 eeseseeecereeereasrncissatsnsaasesarasanens
Province L ereeiesetsessernsenrnaseassirastsrstarerans
3. Produksi Per Tahun
Production per Year
Jenis Barang/Jasa KBLI | Satuan | Kapasitas Keterangan
Type of Goods/Services (Standard Unit Capacity Remark
Classification of
. Indonesiz |
Business Field)

5013




4, Investasi (Rp/US$)*) D e et e
%) coret yang tidak perfu

3. Investment (Ro/US§) %) © evreseerear e e er et rreeanre tes
") stripe which is not applicable

PERNYATAAN

DECLARATION

Kami menyatakan bahwa permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatangani oleh seluruh
pemohon atau kuasanya di atas materai yang cukup dan sewakiu-waktu dapat
dipertanggungjawabkan termasuk dokumen/dala baik yang terlampir maupun yang
disampaikan kemudian.

We acknowledge that this application has been properly and duly executed, signed by all
applicants or theirs representative which Is authorized by the Fower of Attorney with
 sufficient stamp duty and We (the participants) are responsible for 1ts accuracy, correctness
and completeness including all attached documents/ data or submitted later.

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Tandatangan dan Narna jelas
Name and Sjgnature
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Lampiran :
Enclosures :
1. Surat dari instansi pemerintah negara yang bersangkutan atau surat yang dikeluarkan

oleh Kedutaan Besar/kantor perwakilan negara yang bersangkutan di Indonesia
untuk pemohon adalah Pemerintah Negara Lain;

Letter of recommendation from the related country or letter which is issued by the
Embassy/ Representative Office of the related country in Indonesia if the applicant fs
The Government of another country;

2. Rekaman paspor yang masih berlaku untuk pemohon adalah perseorangan asing;
Copy of valid passport if the applicant is forejgn individual;

3. Rekaman Anggaran Dasar (Article of Associafion) dalam bahasa Inggris atau
terjemahannya dalam bahasa Indonesia dari penterjemah tersumpah untuk pemohon
adalah badan usaha asing;

Copy of Article of Association of the company in English or its translations in Bahasa
~ from sworn translator if the applicant is forejgn company;

4. Rekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku untuk pemohon adalah
perseorangan Indonesia;

Copy of valid Identity Card (KTP) if the applicant is Indonesian individual;

5. Rekaman Akia Pendirian Perusahaan dan perubahannya beserta pengesahan dari
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk pemochon adalah badan usaha
Indonesia;

Copy of Article of Establishment of the company and any amendment (s) and approvai
form the Minister of Law and Human Rights if the applicant is incorporated under the
law of Republic of Indonesia;

6. Rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NFWP) baik untuk pemohon adalah
perseorangan Indonesia maupun badan usaha Indonesia;

Copy of Tax Registiation Code Number (NPWF) for the applicant, either for
Indonesian individual or company which is incorporated under the law of Republic of
Indonesia;
S 7. Permohonan ditandatangani ‘di atas materai cukup oleh seluruh pemohon (bila
perusahaan belum berbadan hukum) atau oleh direksi perusahaan (bila perusahaan
sudah berbadan hukum) dilengkapi Surat Kuasa bermaterai cukup untuk pengurusarn
permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh pemohon/ direksi
perusahaan. (kefentuan fentang surat kuasa diatur pada Pasal 63 Peraturan ini).

This application should be properly and duly signed with sufficient stamp duty By all
applicants (if the company is not yel incorporated) or by the company’s Board of
Directors (if the company is already incorporated) attached with Power of Attorney
with sufficient stamp duty from whom signs and/or submits the application if the
applicant is represented by another parly (provisions concerning the Fower of
Atforney is strictly regulated.in this requlation (article 63).
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LampiranII  Peraturan Bupati Semarang
Nomor 47 Tahun Z2o7
Tanggal 08 - 09 - KQorn

Bentuk Pendaftaran Penanaman Modal

KOP SURAT KPPT KABUPATEN SEMARANG

PENDAFTARAN PENANAMAN MODAL
Nomor Perusahaan®):
Nomor
Schubungan dengan permohonan yang Saudara sarpaikan fanggal ................ ,dengan
ini diberitahukan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal, Pemerintah Republik Indonesia memberikan PERSETUJUAN AWAL
PENANAMAN MODAL sebagai berikut : :

1. Nama Perusahaan

2. Nama Pemohon **)

3. Alamat Korespondensi

4. Lokasi Proyek

5. Bidang Usaha **)
Produksi

Jenis Barang/ Jasa KBLI Keterangan

------------

Y e L X T X A L LK

cesnetsseernvreviovunarsoasuvned | eeessvcveren | vesewcesvieschosovesaviioTiioiool

6. Rencana Investasi : Rp/USE***)
-~ % dibcrilun oleh SPPIT
( ") proscainss ates sudel nonvinel wodal scikas
Sl ) Peryyncatent 2ol Prsstsscan Presiden No. 111 Talim 2007
s Coret yung tidak pecit

KEPALA KPPT KABUPATEN SEMARANG

3. Mwmummwn,mmmmmmmmm




Lampiran III  Peraturan Bupati Semarang

Nomor Y Tahun 201/
Tanggal 08 - 09 - el

Bentuk Permohonan Izin Prinsip Penanaman Modal
PERMOHONAN IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL
Permohonan 1ZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL ini diajukan kepada Kantor Pelayanan

Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk mendapatkan persetujuan fasilitas penanaman modal
dalam rangka Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007.

o~
o 1. KETERANGAN PEMOHON
1. Nomor Pendaftaran (jika ada) © rrsiersssnsensseressersnsasrrersssasestrrnrs
2, Nama Perusahaan D reresenssssrersiseesanttaanesaessannanasiens
3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWF) Y treesseesnerrariesensatnsessraseanisirnsanes
4.  Akia Pendirian dan Perubuhannye L reverererereranrrnreearreraaeesannaaaaen
(Nama Notaris, Nomor dan Tanggal)
5. Pengesahan Menteri Hukum dan D ersnnean vecsenvenes yessnssssassarssasasnanse
Hak Asasi Manusia (HAM)
(Noror dan Tanggal)
6. Alamat Lengkap termasuk D eesenense resessesassraretastnanetressTansasas
S LSttt
R | « Nomor Telepon D rreserrereenestesssesisisaneaasenaness
- Faksimili § reeesvensensseeresseesarennrasaasrarasaanet
- E-mail D erersancerresernnsseasiesersssrnnnrasaeass

1. KETERANGAN RENCANA FROYEK

A. RENCANA KEGIATAN . '
Jika proyek direncanakan akan mencakup Jebih dari satu bidang ussha dan atau
direncanakan akan berads di lebih dari satu Kabupaten/Kots, maks rencana
kegiatan  (bidang usaha, lokasi, produksi, pemasaran, penggunaan tanah, ftenaga
kerja dan investasi) harus dirinci unfuk sefiap bidang usaha dan/atau untuk setiap

lokasi,
1. Bidang Usaha SOOI OUOPRRPPPPPPPD
2. Lokasi Proyek _
Alamat T UU U URURPUOTIRRUICRIPPPPPOPI
Kabupaten/Kota U PUUU S UPURRROOPPPIPPPPIP PR
Provinsi © o eeeesesecsereetrerbetreserannrserasseraerene
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Produksi Per Tahun

Keterangan

Jenis Barang/Jasa KBLI Satuan Kapasitas

.......................................

-----------------------------------

--------------

srevescecnswes

...............

Pemasaran Per Tahun

Jenis Barang/Jasa Ekspor (%)

Perku'aan N:lax Ekspor per tahun : US$ s

Luas Tanah yang diperlukan HETORURRPRUDPIURRR ;L

9 Coret yang tidak periu

Tenaga Kerja Indonesia D eeeeeimtenssnneiane s e e s e esses OFANG

Investasi (Rp/US$)")

a. Modal Tetap
- Pembelian dan Pematangan Tanah T ereeceasretinirestssesanerennones
-Bangunan/Ged D eseesseucernsvivensonss ceeveree
-Iam-lam retsnrassersersseracns

o

b. Modal Kerja (untuk 1 furn over) ¥ eevesesveserorencas ceernraresanes

Jumlah**) Derervesnnnene cresssnsosssansansn
*} coret yang tidak periu
) termasuk nilai mesin/peralatan dan suku cadang yang akan diimpor.

Wakiu Penyelesaian Proyek D eererreenrrressmsaniminnneneness DUIAN

(dihiitung scjak tanggal Izin Prinsip diterbitkazn)

RENCANA PERMODALAN

Sumber Pembiayaan (Rp/USS$) *)

a. Modal Sendiri I eresresesenes veveransresusrens

b. Laba ditanam kembali

c. Pinjaman ] eiesreresainitesetiianavinsens
- Pinjaman Dalam Negeri
- Pinjaman Luar Negeri

Jumlah **) D erecreeresneanraenrasentrene

*) Coret yang tidak perlu
**) Jumiah sumber pcmbiaysan sama besar dengan jumlsh rencans investasi.

.

---------------------------------

---------------------------------

Modal Perseroan (Rp/US$)*)
a. Modal Dasar L e eerer et
b. Modal Ditempatkan L ereesiereereerararasreniannanin

¢. Modal Disetor **)
%) Coret yang tidak periu
*%) Modal disctor sama besar dengan modal ditempatkan

----------------------------------
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3. Penyertaan Dalam Modal Perseroan
Hanya diisi oleh perusahaan penanaman modal asing

a. Peserta Asing Rp/US$ ) % **)

...........................................

...................................

...........................................

Sub Total
b. Peserta Indonesia Rp/US$ *) % **)

...........................................

...............

...................................

...........................................

¢. Total(a+b)***)

*) Corct yang tidak periu
**) Prosenfase adalah atas nilai nominal modal saham bukan lembar saham
***) Tolal penyertaan modal dajam perseroan sama besar dengan modal disctor

-----------------------------------

IH. PERNYATAAN

1. Apabila proyek ini dikemudian hari menimbulkan dampak negatif terhadap
masyarakat dan lingkungan hidup, kami bersedia memikul segala akibat yang
ditimbulkan termasuk penggantian kerugian kepada masyarakat.

- 2. Permohonan ini kami buat dengan benar, ditandatangani oleh yang berhak di atas
o materai yang cukup dan sewaktu-waktu dapat dipertanggungjawabkan termasuk
dokumen/data baik yang terlampir maupun yang disampaikan kemudian.

........................................

Nama dan Jabatan Penandatangan
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LAMPIRAN :

S

Nt

Bukti diri pemohon :

a. Rekaman Pendaftaran bagi badan usaha yang telah melakukan pendaftaran

b.  Rekaman Akta Pendirian perusahaan dan perubahannya.

¢.  Rekaman Pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dari Menteri Hukum dan HAM.

d. Rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Keterangan rencana kegiatan, berupa :

a. Keterangan rencana kegiatan, berupa wuraian proses produksi yang
mencantumkan jenis bahan baku dan dilengkapi dengan diagram alix/ flow chart.

b. Uraian kegiatan usaha sektor jasa.

Rekomendasi dari instansi pernerinta’. terkait, bila dipersyaratkan.

Permohonan ditandatangani di atas 1aaterai cukup olch direksi perusahaan dilengkapi

Surat Kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan

secara langsung oleh direksi perusahaan (ketentuan tentang surat kuasa diatur dalam

Pasal 63 Peraturan ini)
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Lampiran IV Peraturan Bupati Semarang
Nomor 9¢ Tahun K01/
Tanggal 08 ~ 09 - #0(1

Bentuk Izin Prinsip Penanaman Modal

KOP SURAT KPMPT KABUPATEN SEMARANG

IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL

Nomor

Schubungan dengan permohonan yang Saudara sampaikan tangga
teeerereesstmmemnnney d21 memperhatikan Pendaftaran Penanaman Modal Nomor .......c........
tanggal...........o.. (bila ada), dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun
1995 jo. Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabcanan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1983 tentang Pajak Fenghasilin scbagaluana telah diubah terakiir Jengan Nomor 36

- Tahun 2008, Pemerintah Republik Indonesia memberikan IZIN PRINSIP PENANAMAN
- MODAL scbagai persetujuan prinsip fasilitas fiskal dan izin sementara sampai dengan
perusahaan memperoleh Izin Usaha, sebagai berikut :

1. DATA PROYEK:

1. Nama Perusahaan

2. Alamat

3. Lokasi Proyek

4. Bidang Usaha *)
Produksi

Jenis Barang/ Jasa KBLI | Satuan Kapasitas Keterangan

%) Persyaratan sesusi Peraturan Presiden No. 111 Tahan 2007 dan peraturan sekioral
5. Nama pemegang saham *) :
¥) prosenizse alss nilai nominsl modal ssham

- 6. Nilai Investasi (Rp/US$)*)

o a. Modal Tetap
- Pembelian dan Pematangan Tanah D veevesrsensvesersnsrassstaserees
~ Bangunan / Gedung t eerrracensrnonernaneransnsinsens
- Mesin/Peralatan dan Suku Cadang @ .....coeeiiiiiiiiiniin
- Lain-lain D teessecsssonsrrisnvasecssssnran
Sub Jumlah T oeeesssesesrsenssvtanesnnannasass

b. Modal Xerja (untuk 1 furn over) i eeaseessenrsaserarsaveresnyrnzens

Jumlah*) D eeeeree e crara e nn e

*) coret yang tidsk periu
) fermasuk nilai mesin/peralaian dan suku cadsng yang skan diimpor.

7. Penggunaan Tenaga Kerja Indonesia

Il. Fasilitas Penanaman Modal :
1. Pembebasan Bea Masuk afas pengimporan mesin, barang dan bahan sesuai dengan
Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009.
2. Pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) Badan untuk Penanaman Modal di bidang -
bidang usaha fertentu dan/atau di dacrah-daerah tertentu, sesuai Peraturan
Pemberintah No. 1 Tahun 2007 jo. No. 62 Tahun 2008.
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Mapal Uluibdit vllalildiia i lijadid pritidp iy e mame s e R
KEPALA KPMPT KABUPATEN SEMARANG

Tembusan kepada yth. :
1. Kementerian Dalam Negeri;

2. Kementerian Keuangan;

3. Kementerian Hukum dan HAM u.p. Dirjen. Administrasi Hukum Umum;

4. Kementerian yang membina bidang usaha penanaman modal yang bersangkutan;

5. Kementerian Negara Lingkungan Hidup [bagi perusahaan yang diwajibkan AMDAL atau Upaya
Pengelolaan Lingkungan (UKL)/Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)];

6. Kementerian Negara Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah (bagi bidang usaha yang diwajibkan

bermitra);
7. Gubernur Bank Indonesia;
8. Kepala Badan Pertanahan Nasional (bagi penanam modal yang akan memiliki lahan);
9. Direktur Jenderal Pajak;
10. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
11. Direktur Jenderal Teknis yang bersangkutan;
12. Gubernur Jawa Tengah;
13. Bupati Semarang;
14. Kepala BPMD Provinsi Jawa Tengah.
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Lampiran V. Peraturan Bupati Semarang
Nomor 9Y Tahug 204
Tanggal 08 - 23~ ol

Bentuk Permohonan Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal
PERMOHONAN IZIN PRINSIP PERLUASAN PENANAMAN MODAL

Permohonan I1ZIN PRINSIP PERLUASAN PENANAMAN MODAL diajukan kepada Kantor
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk mendapatkan persetujuan fasilitas atas
periuasan penanaman modal dalam rangka Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007.

1. KETERANGAN PEMOHON
1. Nama Perusahaan

----------------------------------------------

2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWTF) D ceersassesssrsassrentsssncanssteesreiesarese
3. Akta Pendirian dan Perubahannya L eetteenveneentarernennssestesesreansriennsins
(Nama Notaris, Nomor dan Tanggal)
4. Pengesahan Menteri Hukum dan D cevecsennerennncesasaressarseansnassesassnnas
Hak Asasi Manusia (Nomor dan Tanggal)
5. Alamat Lengkap termasuk D verreeresesseseseansietsrsernrarritaeesens
a. Nomor Telepon 1 Veveevurseserstsseseesarssatarbeancassrenshse
b. Faksimili D eeeeeremsereesessssesesstastrsarierienseres
¢. E-mail D ereseessrestnntorssesvessesassesionarens
6. Nomordan Tanggal e
Izin Prinsip/ Izin Usaha
serta perubahannya

IL. KETERANGAN RENCANA FROYEK
A. RENCANA KEGIATAN
Jike lokasi proyek sama dengan kegiatan usaha scbelumnya maka sebelum
melakukan perluasan, perusahaan wajib memiliki Jzin Usaha terlebih dahulu dan
formulir permohonan izin prinsip perluasan ini hanya diisi dengan data tambahan
kapasitas.
Jika Iokasi provek perluasan berbeda dengan kegiatan usaha sebelumnya dan
direncanakan akan beradi di Jebi - dari satu Kabapaten/Kola, 1 aka data tambahan
kapasitas dalam formulir permohonan izin prinsip perluasan i harus dirinci usituk

setiap lokasi.
1. Bidang Usaha D veesiensitnsrssrasacisserserrianesasnnineras
2. Lokasi Proyek '
Alamat ! eerienvesenessecesaesrencaetrerossrnrrnrtse
Kabupaten/Kota D e ereraeeneeeieeanteereniaetararaaraas
Provinsi L eieerereeereisaeeressenaranaerananieanas

513




3. Produksi Per Tahun

Jenis Barang/Jasa KBLI Satuan Kapasitas Keterangan

sesgetrrrvrs | veesvrseseva | svrssrsvssse

-------------------------------

-------------------------------------------------------

-----------------------------------------

4. Pemasaran Per Tahun

Jenis Barang/Jasa Ekspor (%)
Perkiraan Nilai Ekspor per tahun P USS e
5. Luas Tanah yang diperlukan D reeereererisesanee s s e e e e neneese ME/HaY)
%) Coret yang tidak perin :
6. Tenaga Kerja Indonesia D evessmmesnisesis s snsasaessees OPANG
7. Investasi (Rp/USH*) :
oo a. Modal Tetap
o ~ Pembelian dan Pematangan Tanah T veeriesssssreenneesessenaransers
- Bangunan / Gedung D oveseererans
- Mesin/Peralatan dan Suku Cadang T eeeererereecnreraneenrneansene
- Lain-lain D eresesersrensntnesressrentasase
Sub Jumlah D eeermcens reresnernrene crerensse
b. Modal Kerja (untuk 1 furn over) U eesscnsserraessesasnncnse
Jumiah**) N eeersasersarasssanses

*) Corct yang tidak periu
*9) termasuk nilni mesin/peralatan dan suku cadang yang akan diimpor.

8. Wakiu Penyelesaian Proyek S eeceses eressassaenmseneeDUIAN
(dihitung sejak tanggal Izin Prinsip Perluasan dttmbltkan)
— B. RENCANA PERMODALAN
o 1. Sumber Pembiayaan (Rp/US$)*)
a. Modal Sendiri T eeetreeresrersssesnsacrenseanns
b. Laba ditanam kembali D ersecerraresererasesiicearenn
¢. Pinjaman Doeescnenes crersene eeserecrsenee
- Pinjaman Dalam Negeri D eeeseerrereraesenerneraneneseenns
- Pinjaman Luar Negeri D reeesarsacaversesacesrsnrussnvae
Jumlah **) D eeeeeerrrerrenneccrrennaneassri

Y) coret yang tidak perlu ' )
*4} Jumlah sumber pembigyasn sama dengan jumizh rencana investasi.

Modal perseroan dan penyertaan dalam modal perseroan yang dicantumkan merupakan
total modal perusahaan ( modal kegiatan sebelumnya dan modal untuk perluasan )

2. Modal Perseroan (Rp/US$)*)

a. Modal Dasar D eeererresesreneasennanerennrnn
b. Modal Ditempatkan 1 eeetececressiererastiansasnonins
CO mn‘mm *') : QQQQQ Yrsasssbes [ EE RS Y ERESEREE N ] “hon

Y coret yang tidak periu
) Modal disctor suma dengan modal ditemps Lan,
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3. Penyertaan Dalam Modal Perseroan
Hanya diisi apabils ada perubshan penyertaan modal pada perusahasn penanaman modal asing

Semula o
Pemegang Saham (sesuai lzin Prinsip) | Menjadi
a. Peserta Asing US$./Rp.) %*) | US$./Rp..¥) | %*M
SubTotal ] e e b i s
b. Peserta Indonesia USS./Rp..") | %™ | USS./Rp..") %**}
Sub Total (TR IR S TR
c. Total (a+b)*™ | ... 100% | woeeeeeee. 100%
*) Coret yang tidsk ~
*) w MP:IZI; nilsi nominal modal saham bukan lembar saham
%) Total penyertaan modal dalsm perseroan sama besar dengan modal disctor
L. PERNYATAAN
1. Apabila proyek ini dikemudian hari menimbulkan dampak negatif terhadap
masyarakat dan lingkungan hidup, kami bersedia memikul segala akibat yang
ditimbulkan termasuk penggantian kerugian kepada masyarakat.
2. Permohonan ini kami buat dengan benar, ditandatangani oleh yang berhak di atas
— materai yang cukup dan sewaktu-wakiu dapat diperlang_gung;awab?mn termasuk
- dokumen/data baik yang terlampir maupun yang disampaikan kemudian.
................................ yoenneeeneZ0uininis
Pemohon,
Tanda Tangan
Materai Rp. 6.000,-
Nama dan Jabatan Penandatangan
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LAMPIRAN :

4.

pN®

1. Rekaman lzin Usaha atau Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), bila diperlukan.
2.
3. Rekaman Akta Pendirian dan perubahannya, dilengkapi dengan pengesahan dari

Rekaman Izin Prinsip Penanaman Modal dan/atau perubahannya.

Departemen Hukum dan HAM;

Keterangan rencana kegiatan, berupa :

a. Keterangan rencana kegiatan, berupa uraian proses produksi yang mencantumkan
jenis bahan baku dan dilengkapi dengan diagram alir/ flow chart.

b. Uraian kegiatan usaha sektor jasa.

Dalam hal terjadi perubahan penyertaan dalam modal perseroan yang mengakibatkan

terjadinya perubahan prosentase saham asing, perusahaan harus menyampaikan :

a. Kesepakatan perubahan komposisi saham antara asing dan Indonesia dalam
perseroan yang dituangkan dalam bentuk rekaman Risalah Rapat Umum Pemegang
Saham (RUPS)/Keputusan Sirkular yang ditandatangani oleh seluruh pemegang
saham dan telah dicatat/didaftarkan (waarmerking) oleh Notaris atau rekaman
Pernyataan Keputusan Rapat/Berita Acara Rapat dalam bentuk Akta Notaris, yang
memenuhi ketentuan pasal 21 dan Bab VI UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas.

b. Bukti diri pemegang saham baru, dalam bentuk :

1. Rekaman Akta Pendirian dan perubahannya dengan pengesahan dari Departemen
Hukum dan HAM, serta rekaman NPWP bagi badan hukum Indonesia;

2. Rekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku serta NFWP bagi
perorangan warga negara Indonesia; .

3. Rekaman Paspor yang masih berlaku bagi perorangan warga negara asing,

4. Rekaman Akta Pendirian (Article of Association) dan terjemahannya dalam bahasa
Indonesia atau bahasa Inggris bagi badan hukum asing. .

c. Kronologis penyertaan dalam modal perseroan sejak pendirian perusahaan sampai
dengan permohonan terakhir. '

Rekomendasi dari instansi pemerintah terkait, bila dipersyaratkan.

Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). _ )

Permohonan ditandatangani di atas materai cukup oleh direksi perusahaan dx}engkap:

Surat Kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang txdak dilakukan

secara langsung oleh direksi perusahaon (ketentuan tentang surat kuasa diatur dalam

Pasal 63 Peraturan ini).




Lampiran VI  Peraturan Bupati Semarang
Nomor 99 Tahun 20
Tanggal 04- 09 - Zol(

Bentuk Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal

KOP SURAT KPPT KABUPATEN SEMARANG

IZIN PRINSIP PERLUASAN PENANAMAN MODAL

Nomor :

Schubungan dengan permohonan yang Saudara sampaikan tanggal
sessrsnssessmnnneny, A1 memperhatikan Izin Prinsip Penanaman Modal Nomor .............
dan Izin Usaha NOMOT ....ceuveresessene (bila ads), dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 1995 jo. Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan scbagaimana telah diubah terakhir dengan
Nomor 36 Tahun 2008, Pemerintah Republik Indonesia memberikan IZIN PRINSIP
PERLUASAN PENANAMAN MODAL scbagai persctujuan prinsip fasilitas fiskal dan izin
sementara sampai dengan perusahaan memperoleh Izin Usaha Perluasan, sebagai berikut :

L Data Proyek:

1. Nama Perusahaan

2. Alamat

3. Lokasi Proyek

4. Bidang usaha %
Produksi

% Persyaratan sesuxi Peratursn Presiden No. 171 Tkun 2007 dan persturan sektorsl

. pemegang saham
6. Nilai Investasi (Rp/US$)")
a. Modal Tetap
Pembelian dan Pematangan Tanah D ovenes preevusnsserrrisensnesvamene

b. Modal Retja (untuk 1 furn over) § reerareesrarsasrrerronaineresases

Jumla}‘“) Mm’ :..-.-tolloovovuo---i -------------
%) corct yang b a .
) fermasuk nilai mesin/peralatan dan suku cadang yang skan diimpor.

7. Penggunaan Tenaga Kerja Indonesia
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I. Fasilitas Penanaman Modal :

1. Pembebasan Bea Masuk atas pengimporan mesin, barang dan bahan sesuai dengan
Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009.

2. Pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) Badan untuk Penanaman Modal di bidang —
bidang usaha tertentu dan/ atau di daerah-daerah tertentu, sesuai Peraturan
Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 jo. Nomor 62 Tahun 2008.

HL lLain-lain :

1. Jangka wakiu penyelesaian proyek paling lama 5 (lima) ‘tahun sejak diterbitkannya
1zin Prinsip Penanaman Modal.

2. Permohonan untuk mendapatkan fasilitas penanaman modal sebagaimuna dimaksud
dalam butir Il disampaikan kepada PTSP BKPM;

3. Perusahaan yang siap berproduksi komersial wajib mengajukan permohonan Izin
Usaha Perluasan ke PTSP yang menerbitkan Izin Prinsip Perluasan;

4. Perusahaan wajib menyampaikan Laporan Kegiatan-Penanaman Modal (LKPM) dan
melaksanakan ketentuan lingkungan hidup, sesuai ketentuan yang berlaku;

5. Khusus untuk perusahaan penanaman modal asing, dalam hal terjadi gersehmmn
diselesaikan secara musyawarah, Pemerintah Indonesia bersedxa _ mengikuti
penyelesaian menurut ketentuan konvensi tentang penyelesaian perselmhzu antara
Negara dan Warga Negax:hAsingemaggermi penanaman modal sesuai dengan
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1968.

6. Apabila Perusahaan menginginkan perubahan bidang usaha termasuk perubahan
jenis dan kapasitas produksi serta/atau perubshan penyertaan dalam modal
asing Perusahaan wajib memiliki Jzin Prinsip Perubahan, sedangkan uniuk

7. nmﬂmmmmmddmmmpmmn&m-wakmw
diubah bilamana ternyata penetapannya tidak benar atau terdapat kekeliruan.

KEPALA KPPT KABUPATEN SEMARANG

.........................................................

Tembusan kepada yth. :
. Kementrian Dalam Negeri;
Kementrian Keuangan;
Kementrain Hukum dan HAM u.p. Dirjen. Administrasi Hukum Umum;
Kementrian yang membina bidang usaha penanaman modal yang bersangkutan;
Kementrian Negara Lingkungan Hidup [bagi perusahaan yang diwajibkan AMDAL atau Upaya
Pengelolaan Lingkungan (UKL)/Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)];
6. Kementrian Negara Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah (bagi bidang usaha yang diwajibkan
bermitra);
7. Gubernur Bank Indonesia;
8. Kepala Badan Pertanahan Nasional (bagi penanam modal yang akan memiliki lahan);
9.  Direktur Jenderal Pajak;
10. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
11. Direktur Jenderal Teknis yang bersangkutan;
12. Gubernur Jawa Tengah;
13. Bupati Semarang;
14, Kepala BPMD Provinsi Jawa Tengah.

/
MR wR =
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Bentuk Surat Pengantar Permohonan Perubahan Penyertaan Dalam Modal Perseroan

KOP SURAT KPPT KABUPATEN SEMARANG

Lampiran VII Peraturan Bupati Semarang

Nomor 3({ Tahun Jo(f
Tanggal 08 - 09 ~ goft

Nomor N ,» 20
Lampiran :
Perihal : Pengantar permohonan Kepada yang terhormat :
perubahan penyertaan JL. Jend Gatot Subroto No. 44
dalam modal perseroan Jakarta Selatan 12120
- I (1D ¢ \O—— - atau
‘ | Kepala PDPPM/PDKPM
) |
Dengan ini kami beritahukan bahwa pada tanggal . kami

telah menerima permohonan perubahan penyertaan dalam modal perseroan dari:

Nama Perusahaan : PT. ,

Izin Prinsip D |« TN . tanggal ... , (bila ads)

Bidang usaha - , _
dilengkapi dengan kesepakatan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang telah
ditandatangani oleh scluruh pemegang saham perusshaan, yang menyetujui
masuknya modal asing ke dalam persercan sehingga mcngakibathn
scluruh/sebagian modal perseroan menjadi modal asing/menyetuyjui keluarnys
seluruh modal asing didalar perseroan sehingsa mengakibatian seluruhnys modal
dalam negeri ).

Memperhatikan ketentuan pen PISP di bidang penanaman modal

C berdasarkan Peraturan Presiden No. 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu
HnmdiBidmgPenanamanmodaJ,nmhbemamakﬁmpaikanberkaspennohomn
dimaksud untuk dapat ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundangan-
undangan.

KEPALA KPPT KABUPATEN SEMARANG

*) coret yang tidak perlu
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Lampiran VIII Peraturan Bupati Semarang
Noemor Y¢ Tahun L0
Tanggal 08 - &9 - g0

Bentuk Formulir Laporan Perubahan
LAPORAN PERUBAHAN KETENTUAN PENANAMAN MODAL

Laporan ini disampaikan kepada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk
diketahui dan dicatat sebagai perubahan atas ketentuan penanaman modal yang sebelumnya
telah dinyatakan dalam Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan Nomor ..wame tanggal
............................ alas nama PT. oo, Scbagai berikut ;

KETENTUANY) SEMUILA *) MENJADI 5 ALASAN PERUBAHAN
Nama Perusahaan

Alamat

Lokasi Proyek **)

Nilai i;tvestasi 9
Penggunaan tenaga kerja
Indonesia

csscnssensrnrsrn s s0savsvscua

wwPvasesrancone rsererwsssn

R T R R PR R LR X 2]

9 yang diisi hanys ketentuan yang skan diubak ) . )
ﬂmmmmﬁmmmmethMﬂ
~) diuraikan berdasarkan komponen Modal Tetap dan Modsl Kegjs

-----------

Direksi Perusahaan

Lampiran :

1. Rekaman Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan. )

2. Data pendukung ) yang menjadi dasar dari perubahan ketentuan yang dilaporkan a.l
kesepakatan pemegang saham (RUPS), anggaran dasar perusahaan dalam bentuk Akta
Notaris disertai pengesahan/persetujuan Menteri Hukum ‘dan HAM dll.

3. Laporan ditandatangani di atas materai cukup oleh direksi perusahaan.

O)Data pendukung yang diterbitkan diluar negeri dilegalisasi olch notaris setempat  atau oleh perwakilan negara

penerbit data terscbut di Indonesia.
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Lampiran IX Peraturan Bupati Semarang
Nomor gy Tahun gou
Tanggal pg - 09- gon

Bentuk Surat Pencatatan Perubahan Ketentuan Penanaman Modal
KOP SURAT KPPT KABUPATEN SEMARANG

Nomor : . »20.....
- Sifat :
o Lampiran :
Hal : Pencatatan perubahan ketentuan
penanaman modal
Yth.

Direksi PT.

Sehubungan dengan laporan yang Saudara sam tanggal ..o,
dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan Undan,gUndang Nomor 25 Tahun 2007
tentang Penanaman Modal, kami telah mencatat perubahan ketentuan penanaman modal
yang tercantum dalam Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan No .............. tanggal
ccnmnamsnemernennenerey SEDAZAIT berikut

KETENTUAN®) SEMULA *) MENJADI *)
Nama Perusahaan
Alamat
Lokasi Proyek **)
Penggunaan  tenaga }
Indonesia

BUEREOEERGIENCE NN ssseprcsnnn

------ R eI A LI L2 X

APIOPEDSIANOIIRLEEVRIVVSISGSLIGERRB RS

7Mn keicniuan yang diubeh

2 mmwmwmwmmmmmmmm
**) dinraikan berdaserian komponen Modal Tetap dan Modsl Kepys

Dcemikian agar Saudara maklum.

KEPALA KPPT KABUPATEN SEMARANG
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Lampiran X Peraturan Bupati Semarang
Nomor JY Tahun 201/
Tanggal 08 ~09- el

Bentuk Permohonan Izin Prinsip Perubahan
PERMOHONAN IZIN PRINSIP PERUBAHAN

Permohonan IZIN PRINSIP PERUBAHAN ini diajukan kepada Kantor Pelayanan Terpadu Satu
Pintu (PTSP), untuk perubahan ketentuan penanaman modal yang tercantum dalam lzin
Prinsip/Izin Prinsip Perluasan sebagai berikut :

L DATA PEMOHON

1.

2,
3.

.
Nomor Izin Prinsip / Izin Perluasan D eeeeestsatererieeaseatetenttstteestiaraiacns
Nama Perusahaan :
D eeesererencesstertnserrensienrasnsenencnsnne
Alamat Le :
; p 1 reereceteeteitatnretesnrasncntrstasatetarane
.............................................
.
- Nomor Telepon D ressnercerssessasensissnesareresns vererianne
- Faksimili D eveerrsrioseerneneerestrasantrsnresasnonrens
mail :
- E- D erreeeesrieaceaesestetseenensrniesionenranas
.
Nomor dan Tanggal D esreincessresanssassce teesessesrennssnrressras

Izin Prinsip / 1zin Prinsip Perluasan/ Izin Prinsip Perubahan
Izin Usaha / Izin Usaha Perluasan / Izin Usaha Perubahan
; elah dimilik

II. KETERANGAN PERUBAHAN

A

B.

PERUBAHAN BIDANG USAHA
Perubahan bidang usaha dari yang tercantum dalam Izin sebelumnya.

Semula
Bidang Usaha : Bidang Usaha :

PERUBAHAN RENCANA KEGIATAN » ’
Jika perubahan yang dimohonkan berupa penambahan bidang usaha yang lebih dari
satu sektor dan/atau direncanakan akan berada di lebih dari satu Kabupaten/Kota,
maka rencana kegiatan (bidang usaha, lokasi, produksi, pemasaran, penggunaan
tanah, tenaga kerja dan rencana investasi) harus dirinci untuk setiap sekfor usaha
dan/atau untuk setiap lokasi.

1. Bidang Usaha 2 SeMUlA ..iveceiiiinnninnisnnneeaen
Menjadi .....cccoommenniiinnniiannnnnenn.

2. Lokasi Proyek poSemuld .oceviiieiiiiinienieniennaiines
(Kabupaten/ Kota — Provinsi)  Menjadi .........ooooviiinininnniniee.

3. Produksi dan Pemasaran Per Tahun
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Semula :

Jenis Barang/Jasa

Ket

---------------------

R R AR R

------------

------------

............

............

------------

............

-----------------

-----------------

-----------------

..........

---------

..........

Ket

---------------------

---------------------

------------

------------

............

oooooooooooo

------------

nnnnnnnnnnnn

-----------------

-----------------

-----------------

vvvvvvvvvv

.........

----------

Catatan : Butir 4, 5, 6 diisi hanya bila ada perubahan akibat adanya perubahan bidang

Perkiraan Nilai Ekspor per tahun

usaha, jenis dan kapasitas produksi dan/atau lokasi

4, Luas Tanah yang diperlukan
" ¥ Coret yang tidak periu

5. Tenaga Kerja Indonesia
6. RencanaInvestasi (Rp/US$) *)

a. Modal Tetap

- Pembelian dan Pcmaﬁangan Tanah :

- Bangunan / Ged

Jumlah **)

b. Modal Kerja (untuk 1 #urn over)

*) Coref yang tidak perlu

) fermasuk nilai mesin
. Sumber Pembiayaan (Rp/USS) ")

3. Pinjaman

S PONINENINISINNIGENSEEI T BGOSR O Y

... m¢/ha’)

oo OTANG

.................................

----------------------------------

----------------------------------

CPPAEEPIEINIEFIIAEITEIFPIELS SO S00n

----------------------------------

.
----------------------------------

---------------------------------

- Pinjaman Dalam Negen .................................

- Pinjaman Luar Negeri :

Jumlah **)

*) coret yang tidak per]u

) jumlah sumber pem mbiayaan sama

---------------------------------

edsssrsITRLAIMCCOIOIT PRI YOI I Y T anmus

C. PERUBAHAN PENYERTAAN DALAM MODAL PERSEROAN
1. Modal Perseroan (Rp/US$)")

a. Modal Dasar

b. Modal Ditempatkan

c. Modal Disetor **)
¥ coret yang tidak perlu

pemlatandansukaadmgymgalmndumpor

.................................

ssscrrenssesTssentresenT oot

---------------------------------

*) Mocal disetor sama besar dengan modal ditempatkan.
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2. Penyertaan Dalam Modal Perseroan
Hanya diisi oleh perusahaan penanaman modal asing
Semula :
a. Peserta Asing Rp/US$ ) % ")
Sub Total
b. Peserta Indonesia Rp/US$ *) % **)

------------------------------------------------------------------------------------

c. Total (a + b)*™*) 100%

Menjadi :

------------------------------------------------------------------------------------

Sub Total
b. Peserta Indonesia ; Rp/US$ *) % **)

------------------------------------------------------------------------------------

c. Total (a+b) ***) ’ 100%
- *) coret yang tidak perlu

**) prosentase terhadap nominal saham bukan terhadap lembar saham
**) total jumlah penyertaan modal dalam perseroan sama dengan modal disetor

D. FPERUBAHAN WAKTU PENYELESAIAN PROYEK
1. Usulan waktu penyelesaian proyek s/d. :

2. Alasan permohonan perpanjangan waktu:
IIL PERNYATAAN

1. Apabila proyek ini dikemudian hari menimbulkan dampak negatif terhadap
masyarakat dan lingkungan hidup, kami bersedia memikul segala akibat yang
ditimbulkan termasuk penggantian kerugian kepada masyarakat.

2. Permohonan ini kami buat dengan benar, ditandatangani olch yang berhak di atas
materai yang cukup dan sewaktu-wakiu dapat dipertanggungjawabkan termasuk
dokumen/data baik yang terlampir maupun yang disampaikan kemudian.

----------------------------------------

Nama dan Jabatan Penandatangan

524




LAMPIRAN :

[

- Rekaman Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan yang dimohonkan perubahannya,
2. Rekaman Akta Pendirian dan perubahannya, dilengkapi dengan pengesahan dari
Departemen Hukum dan HAM,;
3. Untuk perubahan bidang usaha (jenis/kapasitas produksi) dilengkapi dengan :
a. keterangan rencana Kegiatan, berups uralan proses produksi yang mencantuinkan
Jenis bahan baku dun dilengkapi dengan diagram aliv/ flow chart,
b. rekomendasi dari instansi pemerintah terkait, bila dipersyaratkan.
3. Untuk perubahan penyertaan dalam modal perseroan dilengkapi dengan :
a. Kesepakatan para pemegang saham tentang perubahan penyertaan dalam modal
perseroan, dalam bentuk ;

* Rekaman Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) / Keputusan Sirkular
yang ditandatangani oleh seluruh pemegang saham dan telah dicatat/didaftarkan
(waarmerking) oleh Notaris serta memenuhi ketentuan pasal 21 dan Bab. VI
dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, atau Rekaman
Pernyataan Keputusan Rapat/Berita Acara Rapat dalam bentuk Akta Notaris.

b. Bukti diri pemegang saham baru, dalam bentuk :
® Rekaman Akta Pendirian dan perubahannya dengan pengesahan dari
(- Departemen Hukum dan HAM, serta rekaman NPWP bagi badan hukum
o Indonesia,
¢ Rekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku serta NPWP bagi
perorangan warga negara Indonesia;
» Rekaman Paspor yang masih berlaku bagi perorangan warga negara asing;
e Rekaman Akta Pendirian (Article of Association) dan terjemahannya dalam
bahasa Indonesia atau bahasa Inggris bagi badan hukum asing. ‘ '
¢. Kronologis penyertaan dalam modal perseroan sejak pendirian perusahaan sampai
Rekaman Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode terakhir. . .
Permohonan ditandatangani di atas materai cukup oleh direksi pemsahaan dilengkapi
Surat Kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan
secara langsung oleh direksi perusahaan (Kefenfuan tentang surat kuasa diatur dalam
Pasal 63 Peraturan ini)

5 B

525




-

e~

IIL. Lain-lain :

L

Jangka waktu penyelesaian proyek paling lama 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya
Izin Prinsip Penanaman Modal.

2. Permohonan untuk mendapatkan fasilitas penanaman modal sebagaimana dimaksud
dalam butir Il disampaikan kepada PTSP BKPM. '

3. Perusahaan yang siap beroperasi/berproduksi komersial wajib mengajukan
permohonan Izin Usaha ke PTSP yang menerbitkan Izin Prinsipnya.

4. Perusahaan wajib menyampaikan laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM),
melaksanakan ketentuan lingkungan hidup dan ketentuan-ketentuan lainnya.

5. Khusus bagi perusahaan penanaman modal asing, dalam hal terjadi perselisihan
antara perusahaan dengan Femerintah Republik Indonesia yang tidak dapat
diselesaikan secara musyawarah, Pemeriniah Indonesia bersedia _ mengikuti
penyelesaian menurut ketentuan konvensi tentang penyelesaian perselisxhz.m antara
Negara dan Warga Negara Asing mengenai penanaman modal sesuai dengan
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1968.

6. Apabila Perusahaan menginginkan perubahan bidang usaha termasuk perubahan
jenis dan Kkapasitas produksi serta/atau perubahan penyertaan dalam modal
perseroan yang mengakibatkan terjadinya perubahan prosentase kepemilikan saham
asing Perusahaan wajib memiliki Izin Prinsip Perubahan, sedangkan unfuk
perubahan ketentuan lainnya perusahaan melakukan pelaporan atas perubahan
tersebut ke PISP penerbit Lzin Prinsipaya. o

7. Ketentuan yang tercantum dalam Izin Prinsip Penanaman Modal ini, sewaktu_»waktu
dapat diubah bilamana ternyata penetapannya tidak benar atau terdapat kekeliruan.

' KEPALA KPMPT KABUPATEN SEMARANG

Tembusan kepada yth. :

1. Kementerian Dalam Negeri;

2. Kementerian Keuangan;

3. Kementerian Hukum dan HAM u.p. Dirjen. Administrasi Hukum Umum;

4. Kementerian yang membina bidang usaha penanaman modal yang bersangkutan;

S. Kementerian Negara Lingkungan Hidup [bagi perusahaan yang diwajibkan AMDAL atau Upaya
Pengelolaan Lingkungan (UKL)/Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL));

6. Kementerian Negara Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah (bagi bidang usaha yang diwajibkan
bermitra);

7. Gubernur Bank Indonesia;

8. Kepala Badan Pertanahan Nasional (bagi penanam modal yang akan memiliki lahan);

9. Dircktur Jenderal Pajak;

10. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;

11. Direktur Jenderal Teknis yang bersangkutan;

12. Gubernur Jawa Tengah;

13. Bupati Semarang;

14. Kepala BPMD Provinsi Jawa Tengah.
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Lampiran V. Peraturan Bupati Semarang

Nomor 9Y Tahug Q04
Tanggal 08 - 09~ ol

Bentuk Permohonan lzin Prinsip Perluasan Penanaman Modal
PERMOHONAN IZIN PRINSIP PERLUASAN PENANAMAN MODAL
Permohonan IZIN PRINSIP PERLUASAN PENANAMAN MODAL diajukan kepada Kantor

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk mendapatkan persetujuan fasilitas atas
periuasan penanaman modal dalam rangka Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007.

1.  KETERANGAN PEMOHON

1. Nama Perusahaan -
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) D cversieseessesassinensrseiansonntasivassasens
3. Akta Pendirian dan Perubahannya D ieereerrenceniritraenn et eibesnrraentes
(Nama Notaris, Nomor dan Tanggal)
4. Pengesahan Menteri Hukum dan D rerteereeennrresesarenereeaeraaaaeranans
Hak Asasi Manusia (Nomor dan Tanggal)
5. Alamat Lengkap termasuk I deressraseseessnresnasissiennsannnrsonsanesns
a. Nomor Telepon } devesssnianssanassssseesaresasrssnesanarasass
b. Faksimili D tevrereseeanvavesenseesseasenrssassrresnrres
¢, E-mail - SIS
6. Nomor dan Tanggal e erreeeeeere e raet et eaaeaebns
Izin Prinsip/ Izin Usaha
serta perubahannya

IL KETERANGAN RENCANA FROYEK
A. RENCANA KEGIATAN
Jika Jokasi proyek sama dengan kegiatan usaha sebelumnya maka sebelum
melakukan perluasan, perusahaan wajib memiliki Izin Usaha fterlebih dahulu dan
formulir permohonan izin prinsip perluasan ini hanya diisi dengan data tambahan
kapasitas.
Jika Iokasi proyek perluasan berbeda dengan kegiatan usaha sebelumnya dan
direncanakan akan berads di Iebi, - dari satu Kabapaten/Kola, 1 aka dita tambahan
kapasitas dalam formulir permohonan izin prinsip perluasan ini harus dirinci untuk

setiap lokasi.
1. Bidang Usaha - § reeveresererenreeeeaenrtrraeaaesnnnererines
2. Lokasi Proyek :
Alamat D eeerbesteesresersensinstacsatesatsasnatstssen
Kabupaten/Kota D eeerreermiessireetebransenaiasessratinshnres
Provinst L e eteaereereeracaremeeeenaeataeraeeeaans
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3. Produksi Per Tahun

Jenis Barang/Jasa KBLI Satuan | Kapasitas Keterangan
4. Pemasaran Per Tahun :
Jenis Barang/Jasa Ekspor (%)
Perlaraan Nilai Ekspor per tahun S USS e
5. Luas Tanah yang diperlukan RPN (74 » F:
*) Coret yang tidak perfu :
6. Tenaga Kerja Indonesia rSRROPRORRURIOIR o) - (.4
7. Investasi (Rp/US$H*) :
- a. Modal Tetap
o - Pembelian dan Pematangan Tanah T ereerereeneienereeteaeenesnnaons
~ Bangunan / Gedung D eveeereeeeraere et eene e
- Mesin/Peralatan dan Suku Cadang D eererensrecie e e aans
- Lain-lain O
Sub Jumlah Dorereeanns eeesreandananssesassrne
b. Modal Kerja (untuk 1 furn over) D eerrerererenesecseenserererasnnes
Jumlah*) - rerseessrrnseans errorens

) Coret yang tidek periu
*9) termasuk nilsi mesin/peralatan dan suku cadang yang akan diimpor.

8. Wakiu Penyelesaian Proyek D eeerserecnresnnne sessssnssennnrnsessDUIAN
(dihitung scjak tanggal Izin Prinsip Perluasan d:tezbltkan)
@ B. RENCANA PERMODALAN
) 1. Sumber Pembiayaan (Rp/US$)%)
a. Modal Sendiri T eteeeerereescaceseesessrensesire
b. Laba ditanam kembali D emecereresceseresernestencanenn
¢. Pinjaman D rerererecansattecrecsanerasaie
- Pinjaman Dalam Negeri D eeeeeereeraraereereeaaereaeenn
~ Pinjaman Luar Negeri ] eeeedarerenriesereniisnennrnns
Jumlah **) D erreerreeereneraserea e s s

) coret yang tidak periu
*} Jumliah sumber pembigyaan sama dengan jumish rencana investasi.

Modal persercan dan penyertaan dalam modal perseroan yang dicantumkan merupakan
total modal perusahaan ( modal kegiatan sebelumnya dan modal untuk periuasan )

2.  Modal Perseroan (Rp/US$)")

a. Modal Dasar D eterecreseerirensierneonannren
b. Modal Diterapatkan T eeeieesorentrerseciessarensnsns
c‘ mmm") : SBSEFVNSABOI PRSP EP LIRS IPVIE IO SIS

9 coret yang tidak perfu
") Moda! disctor sama dengan modal ditenips fan,
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3. Penyertaan Dalam Modal Perseroan
Hanya diisi apabila ada perubahan penyertsan modal pads perusahasn penanaman modal asing

Semula .
P . i
emegang Saham (sesuai Izin Prinsip) Menjadi
a. Peserta Asing USS./Rp.) %**) | US$./Rp..Y) %**)
SubTotal | it e b e [ eeeees
b. Peserta Indonesia US$./Rp..%) | %*) US$./Rp. .%) %**)
SubTotal b i e | e
c. Total (a+b)*™) | . 100% | woeeeeen. | 100%
*) Coret yang tidak periu
bt} hmbxsddab:hsnﬂunommlmaiﬂuhmbubnlcmbarmham
%) Total penyertaan modal dalam perseroan sama besar dengan modal disetor
III. PERNYATAAN
1. Apabila proyek ini dikemudian hari menimbulkan dampak negatif terhadap
t dan lingkungan hidup, kami bersedia memikul segala akibat yang

diﬁmbulkaniermasukpcngganﬁankemgimkepadamasyarakat
2. Permohonan ini kami buat dengan benar, ditandatangani oleh yang berhak di atas

materai yang cukup dan sewaktu-waktu dapat dipertanggungjawabkan termasuk
dokumen/data baik yang terlampir maupun yang disampaikan kemudian.

0

------------------------------------

Nama dan jabatan Penandatangan
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LAMPIRAN :

4.

PN,

;. Rekaman Izin Usaha atau Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), bila diperiukan.
3. Rekaman Akta Pendirian dan perubahannya, dilengkapi dengan pengesahan dari

Rekaman Izin Prinsip Penanaman Modal dan/atau perubahannya.

Departemen Hukum dan HAM;

Keterangan rencana kegiatan, berupa :

a. Keterangan rencana kegiatan, berupa uraian proses produksi yang mencantumkan
jenis bahan baku dan dilengkapi dengan diagram alir/ flow chart.

b. Uraian kegiatan usaha sektor jasa.

Dalam hal terjadi perubahan penyertaan dalam modal perseroan yang mengakibatkan

terjadinya perubahan prosentase saham asing, perusahaan harus menyampaikan :

a. Kesepakatan perubahan komposisi saham antara asing dan Indonesia dalam
perseroan yang dituangkan dalam bentuk rekaman Risalah Rapat Umum Pemegang
Saham (RUPS)/Keputusan Sirkular yang ditandatangani oleh seluruh pemegang
saham dan telah dicatat/didaftarkan (waarmerking) oleh Notaris atau rekaman
Pernyataan Keputusan Rapat/Berita Acara Rapat dalam bentuk Akta Notaris, yang
memenuhi ketentuan pasal 21 dan Bab VI UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas.

b. Bukti diri pemegang saham baru, dalam bentuk :

1. Rekaman Akta Pendirian dan perubahannya dengan pengesahan dari Departemen
Hukum dan HAM, serta rekaman NPWP bagi badan hukum Indonesia;

2. Rekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku serta NPWP bagi
perorangan warga negara Indonesia;

3. Rekaman Paspor yang masih berlaku bagi perorangan warga negara asing;

4. Rekaman Akta Pendirian (Article of Association) dan terjemahannya dalam bahasa
Indonesia atau bahasa Inggris bagi badan hukum asing.

c. Kronologis penyertaan dalam modal perscroan sejak pendirian perusahaan sampai
dengan permohonan terakhir. '

Rekomendasi dari instansi pemerintah terkait, bila dipersyaratkan.

Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).

Permohonan ditandatangani di atas materai cukup oleh direksi perusahaan dilengkapi

Surat Kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan

secara langsung oleh direksi perusahaon (ketentuan tentang surat kuasa diatur dalam

Pasal 63 Peraturan ini).




Lampiran VI Peraturan Bupati Semarang
Nomor 99 Tahun 20U
Tanggal 08 - 09~ Lol

Bentuk Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal

KOP SURAT KPPT KABUPATEN SEMARANG

IZIN PRINSIP PERLUASAN PENANAMAN MODAL

Nomor :

Schubungan dengan permohonan yang Saudara sampaiken  tanggal
‘s ey daN memperhatikan Izin Prinsip Penanaman Modal Nomor ....

dan lzm Usaha NOMOT ..ccovermrsrerinns (bila ads), dengan ini diberitahukan bahwa bcrdasarkan
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 1995 jo. Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir
Nomor 36 Tahun 2008, Pemerintah Republik Indonesia memberikan IZIN PRINSIP
WMWNAMMMODMWWWpMMﬁMdmm
sementara sampai dengan perusahaan memperoleh Izin Usaha Perluasan, scbagai berikut :

L  Data Proyek:

1. Nama Perusahaan

2. Alamat

3. Lokasi Proyek

4. Bidang usaha %
Produksi

Jenis Barang/ Jasa KBUI | Satuan Kapasitas Keterangan

%) Persysratan sesuxi Pevsturan Presiden No. 71T Tahun 2007 dan peraturan sektors]

b. Modal Kerja (untuk 1 furn over) D vrecesruesseserosessosasassssarns

Jumlah“) Y emeerersvessrsraseissenvoasonses
%) coret yang tidak perlu
") fermasuk nilai mesin/peralatan dan suku cadang yang skan diimpor.

7. Penggunaan Tenaga Kerja Indonesia
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II. Fasilitas Penanaman Modal :

1. Pembebasan Bea Masuk atas pengimporan mesin, barang dan bahan sesuai dengan
Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009.

2. Pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) Badan untuk Penanaman Modal di bidang —
bidang usaha tertentu dan/ atau di daerah-daerah tertentu, sesuai Peraturan
Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 jo. Nomor 62 Tahun 2008.

HI. lain-lain :

1. Jangka waktu penyelesaian proyek paling lama 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya
1zin Prinsip Penanaman Modal.

2. Permohonan untuk mendapatkan fasilitas penanaman modal sebagaimuana dimaksud
dalam butir Il disampaikan kepada PTSP BKPM;

3. Perusahaan yang siap berproduksi komersial wajib mengajukan permohonan Izin
Usaha Perluasan ke PTSP yang menerbitkan Izin Prinsip Perluasan;

4. Perusahaan wajib menyampaikan Laporan Kegiatan-Penanaman Modal (LKPM) dan
melaksanakan ketentuan lingkungan hidup, sesuai ketentuan yang berlaku;,

5. Khusus untuk perusahaan penanaman modal asing, dalam hal terjadi perselisihan
anumperusnhaander@anmenmhxepubhkmdonmyanghdakdupct
disclesaikan secara musyawarah, Pemerintah Indonesia bersedia mengikuti
penyelesaian menurut ketentuan konvensi tentang penyelesaian perselmhan antara
Negara dan Warga Negara Asing mengenai penanaman modal sesuai dengan
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1968.

6. Apabila Perusahaan mengingi usaha termasuk perubahan
jenis dan kapasitas produksi scrta/atau perubshan penyertaan dalam modal
asing Perusahaan wajib memiliki lzin Prinsip Perubahan, sedangkan untuk

ketentuan lainnya perusahasn melakukan pelaporan atas perubahan
tersebut ke PTSP penerbit Izin i

7. mmmmmmmmmm-mapa

diubah bilamana ternyata penctapannya tidak benar atau terdapat kekeliruan.
KEPALA KPPT KABUPATEN SEMARANG

Tembusan kepada yth. :

1. Kementrian Dalam Negeri;

2. Kementrian Keuangan;

3. Kementrain Hukum dan HAM u.p. Dirjen. Administrasi Hukum Umum;

4. Kementrian yang membina bidang usaha penanaman modal yang bersangkutan;

5. Kementrian Negara Lingkungan Hidup [bagi perusahaan yang diwajibkan AMDAL atau Upaya
Pengelolaan Lingkungan (UKL)/Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)];

6. Kementrian Negara Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah (bagi bidang usaha yang diwajibkan
bermitra);

7.  Gubernur Bank Indonesia;

8. Kepala Badan Pertanahan Nasional (bagi penanam modal yang akan memiliki lahan);

9. Direktur Jenderal Pajak;

10. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;

11. Dircktur Jenderal Teknis yang bersangkutan;

12. Gubernur Jawa Tengah;

13. Bupati Semarang;

14. Kepala BPMD Provinsi Jawa Tengah.
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Lampiran VII Peraturan Bupati Semarang
Nomor Y¢ Tahun Jo(r
Tanggal! 08 - 09 ~ golt

Bentuk Surat Pengantar Permohonan Perubahan Penyertaan Dalam Modal Perseroan

KOP SURAT KPPT KABUPATEN SEMARANG

Nomor : » » 20
Lampiran :
Perihal : Pengantar permohonan Kepada yang terhormat :
perubahan penyertaan JL. Jend Gatot Subroto No. 44
dalam modal perseroan Jakarta Selatan 12190
- K (B f (ORI - atau
Kepala PDPPM/FPDKPM
Jl‘ Srasussibrectasnivrrviee

telah menerima permohonan perubahan penyertaan dalam modal perseroan dari:

Nama Perusahaan : PT. ,

Izin Prinsip P N0 s TANZZAL oo , (bila ada)

Bidang usaha P ’ .
dilengkapi dengan kesepakatan Rapat Umum Pemegang Saham (RUFS) yang tclah
dimndaumﬁokhsclumhpemcgmgmhammsﬂqm,mmenyeﬂmﬁ
masuknya modal asing ke dalam perseroan gchmgga mcn,ga.kibathn
scluruh/sebagian modal perseroan mcmadx modal asing/menyetyjui keluarnys
seluruh modal asing didalam perseroan sehingga mengakibatkan seluruhnys modal
dalam negeni ). |

Memperhatikan ketentuan penyelenggaraan PISP di bidang penanaman modal

C: berdasarkan Peraturan Presiden No. 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu
ﬁnmdiBidmgPenmwmnmodaLmahbemaxmhﬁwnpaikmberkaspmnommn
dimaksud untuk dapat ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundangan-
undangan.

Demikian agar maklum.

KEPALA KPPT KABUPATEN SEMARANG

") coret yang tidak perlu
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Lampiran VIII Peraturan Bupati Semarang
Nomor 3¢ Tahun J0((
'_l‘anggal 08 - 09 - g0

Bentuk Formulir Laporan Perubahan
LAPORAN PERUBAHAN KETENTUAN PENANAMAN MODAL

Laporan ini disampaikan kepada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk
diketahui dan dicatat scbagai perubahan atas ketentuan penanaman modal yang scbelumnya
i’ telah dinyatakan dalam Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan Nomor ... tanggal

............................ a1as nama PT. s, Scbagai berikut

KETENTUAN®) SEMUILA %) MENJADI *) ALASAN PERUBAHAN
Nama Perusahaan

Alamat

Lokasi Proyek **)

Nilai investasi ***)
Penggunaan tenaga kerja
Indonesia

----------------------------

------ shansscncsscisresasns

BOCLGRENGSEIIEHETIBIIOIOORITY

%) yang diisi hanys ketentuan ysng skan diubah

\ : pemeriniah
o ) diurgilan berdasarkan komponen Modsl Tetap dan Mods] Kegis 20
.......... covasssasissasissesromgrascsesnacdlleciis
Materai Rp. 6.000,-
Direksi Perusahaan
Lampiran :

1. Rekaman Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan. )

2. Data pendukung ©) yang menjadi dasar dari perubahan ketentuan yang dilaporkan a.l
kesepakatan pemegang saham (RUPS), anggaran dasar perusahaan dalam bentuk Akta
Notaris disertai pengesahan/persetujuan Menteri Hukum dan HAM dll.

3. Laporan ditandatangani di atas materai cukup oleh direksi perusahaan.

O)Data pendukung yang diterbitkan diluar negeri dilegalisasi olch notaris sctempat atau oleh perwakilan negars
pencrbit data tersebut di Indonesia.
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Lampiran IX Peraturan Bupati Semarang
Nomor g¢ Tahun o
Tanggal pg - 09- ot

Bentuk Surat Pencatatan Perubahan Ketentuan Penanaman Modal
KOP SURAT KPPT KABUPATEN SEMARANG

Nomor : »20.....
Sifat :
Lampiran :
Hal : Pencatatan perubahan ketentuan

penanaman modal
Yth.
Direksi PT

Schubungan dengan laporan Saudara sampaikan tanggal .............cceeemeeeeeny
dengan ini diberitahukan Mhp;abezéas%arbn Undan,gUndan,gNonm 25 Tahun 2007
tentang Penanaman Modal, kami telah mencatat perubahan ketentuan penanaman modal
yang tercantum dalam Izin Prinsip/lzin Prinsip Perluasan No ................ tanggal
mmeremanesenneeseeeensy SEDEZAIL berikut

KETENTUAN®) ~ SEMULA® MENJADI *)
Nama Perusahaan
Alamat
Lokasi Proyek **)

ketja
Penggunaan  fenaga

------ PESIPINEIIOIVEIISISIPI IO N

Aanys keicniuan yeng divkeh
";) MMWwwmwMﬂhﬂmmmmMm

ﬂﬁmmmmmmwmwmm

KEPALA KPPT KABUPATEN SEMARANG
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Lampiran X Peraturan Bupati Semarang
Nomor JY Tahun 201
Tanggal 08 -~0g- Qeofr

Bentuk Permohonan Izin Prinsip Perubahan

PERMOHONAN IZIN PRINSIP PERUBAHAN

Permohonan IZIN PRINSIP PERUBAHAN ini diajukan kepada Kantor Pelayanan Terpadu Satu
Pintu (PTSP), untuk perubahan ketentuan penanaman modal yang tercantum dalam Izin
Prinsip/1zin Prinsip Perluasan sebagai berikut :

L DATA PEMOHON

1.

2.
3.

- . . / - l
.
Nomor Izin Prinsip / Izin Perluasan D iecssassessresesnacssasntrssnetaseasesnivanss
Nama Perusahaan :
L reeretenreneeeseenteneneenreserarraraneaasans
Alamat Le :
 eeeevecetreritennratacertnenenenoreretenrennn
.............................................
-
- Nomor Telepon -
- Fm’x‘u}l PRI IITE TN PEIRPLIRIIIEIIREIRIEPLIEIIERDTROYY
E-mail :
d -~ I R N R Y R R R A N N N R R RN RN
Nomor dan :
T: D eeerteseenreseasesrensseceanrenenaranesesonan

Izin Prinsip / Izin Prinsip Perluasan/ Izin Prinsip Perubahan/
Izin Usaha / Izin Usaha Perluasan / Izin Usaha Perubahan
; elah dimilikD

IL. KETERANGAN PERUBAHAN

A.

B’

PERUBAHAN BIDANG USAHA
Perubahan bidang usaha dari yang tercantum dalam Izin secbelumnya.

Semula
Bidang Usaha : Bidang Usaha :

PERUBAHAN RENCANA KEGIATAN

Jika perubahan yang dimohonkan berupa penambahan bidang usaha yang lebih dari
satu sektor dan/atau direncanakan akan berada di lebih dari satu Kabupaten/Kota,
maka rencana kegiatan (bidang usaha, lokasi, produksi, pemasaran, penggunaan
tanah, tenaga kerja dan rencana investasi) harus dirinci untuk setiap sekfor usaha
dan/atau untuk setiap lokasi.

1. Bidang Usaha 2 Semula .ocviiiiniiinnniiiainnis
Menjadi .....cociinmiiiiinniinnininn.

2. Lokasi Proyek : Semula. .................................
(Kabupaten/ Kota — Provinsi) Menjadi ........coooviiiininnninin..

3. Produksi dan Pemasaran Per Tahun
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Semula :
Jenis Barang/Jasa {  KBLI Satuan | Kapasitas Ekspor

Ket

sesvvmnesasvrvvassera  § ervssecnsene | sevcevscasie l cecenconsrecsssns | eecencnone

..................................................

sespamasesessvavereer ) vesvssssnsnn § resevvnesese | severvarssnsescse | avencerene

Menjadi :
Jenis Barang/Jasa KBLI Satuan | Kapasitas Ekspor Ket

vvvvvvvvvv

--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------

-------------------------------------------------------

= Perkiraan Nilai Ekspor per fahun US$ .oeoomreceveeenconnenen,
) Catatan : Butir 4, 5, 6 diisi hanya bila ada perubahan akibat adanya perubahan bidang
usaha, jenis dan kapasitas produksi dan/atau lokasi
4. Luas Tanah yang diperlukan veereresnnneseese ME/DAY)
%) Coret yang tidak periu
5. Tenaga Kerja Indonesia cessomsessmassssemeas asesasesesss OTANG
6. Rencana Investasi (Rp/US$) *)
a. Modal Tetap
- Pembelian dan Pematangan Tanah @ ..cecoveemmenniniviieiennninnii
- Bangunan / Gedung D eerrecesaesressssenssssnenanees
- Mesin/Peralatan dan Suku Cadang : ....c.cceveenienerinnicinniinene
- Lain-lain D sevesvecssecorarervasosenssansane
Sub Jumlah D osessenes versesenserseersassosenes
C b. Modal Kerja (untuk 1 furnover) @ occicieniciiiiiiisinnneisonn
Jumlah **) § eeveessievnsmuvetesnesssranensren
*) Coref yang tidak periu

) termasuk nilai mesin/peralatan dan suku cadang yang akan diimpor.

¢. Sumber Pembiayaan (Rp/US$) *)

1. Modal Sendiri = o -

2.1laba ditanam kembali  :...ocoiriiiniinnneinni

3. Pinjaman D reerressesasnsrseneesnasesernrine
- Pinjaman Dalam Negeri: ........cccovemninininiiiisnnn
- Pinjaman Luar Negeri @ ...ccovermvriininsiiiisaninionn

%) coret yang tidak periu ) ) )
*) jumlah sumber pembiayaan sama besar dengan jumlah rencana investasi.

C. PERUBAHAN PENYERTAAN DALAM MODAL PERSEROAN
1. Modal Perseroan (Rp/US$)")

.................................

a. Modal Dasar
b. Modal Ditempatkan D rvecveenssssnnsansssenrsusssacns
c. Modal Disetor **) S evreeeercenansesssencnsieasranes

¥ coret yang tidak perlu '
*) Modal disetor sama besar dengan modal ditempatkan.
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2. Penyertaan Dalam Modal Perseroan
Hanya diisi oleh perusahaan penanaman modal asing
Semula :
a. Peserta Asing v Rp/US$ *) % *")
Sub Total
b. Peserta Indonesia Rp/US$ %) % **)

-----------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

Sub Total
b. Peserta Indonesia , Rp/US$ *) % **)

-----------------------------------------------------------------------------------

c. Total (2 +b) ***) 100%
. *) coret yang tidak perlu

**) prosentase terhadap nominal saham bukan terhadap lembar saham
***) total jumlah penyertaan modal dalam perseroan sama dengan modal disetor

D. PERUBAHAN WAKTU PENYELESAIAN PROYEK
1. Usulan waktu penyelesaian proyek s/d. :
2. Alasan permohonan perpanjangan wakiu:

TIL PERNYATAAN

1. Apabila proyek ini dikemudian hari menimbulkan dampak negatif terhadap
masyarakat dan lingkungan hidup, kami bersedia memikul segala akibat yang
ditimbulkan termasuk penggantian kerugian kepada masyarakat.

2. Permohonan ini kami buat dengan benar, ditandatangani oleh yang berhak di atas
materai yang cukup dan sewakiu-wakiu dapat dipertanggungjawabkan termasuk
dokumen/data baik yang terlampir maupun yang disampaikan kemudian.

Nama dan Jabatan Penandatangan
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PN

LAMPIRAN :

-
E

. Rekaman Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan yang dimohonkan perubahannya,

Rekaman Akta Pendirian dan perubahannya, dilengkapi dengan pengesahan dari
Departemen Hukum dan HAM;
Untuk perubahan bidang usaha (jenis/kapasitas produksi) dilengkapi dengan :
a. keterangan rencana Kegiatan, berups uraian proses produksi yarg mencantumkan
Jewis bahan baku dan dilengkapi dengan diagram alic/ low chart,
b. rekomendasi dari instansi pemerintah terkait, bila dipersyaratkan.
Untuk perubahan penyertaan dalam modal perseroan dilengkapi dengan :
a. Kescpakatan para pemegang saham tentang perubahan penyertaan dalam modal
perseroan, dalam bentuk :

* Rekaman Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) / Keputusan Sirkular
yang ditandatangani oleh seluruh pemegang saham dan tclah dicatat/didaftarkan
(waarmerking) oleh Notaris serta memenuhi ketentuan pasal 21 dan Bab. VI
dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, atau Rekaman
Pernyataan Keputusan Rapat/Berita Acara Rapat dalam bentuk Akta Nolaris.

b. Bukti diri pemegang saham baru, dalam bentuk :
® Rekaman Akia Pendirian dan perubahannya dengan pengesahan dari
Departemen Hukum dan HAM, serta rekaman NPWP bagi badan hukum
Indonesia;

¢ Rekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku serta NPWP bagi

perorangan warga negara Indonesia;

* Rekaman Paspor yang masih berlaku bagi perorangan warga negara asing;

¢ Rekaman Akta Pendirian (Article of Association) dan ferjemahannya dalam

bahasa Indonesia atau bahasa Inggris bagi badan hukum asing.
¢. Kronologis penyertaan dalam modal perseroan sejak pendirian perusahaan sarmpai
dengan permohonan terakhir.

Rekaman Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode terakhir. . .
Permohonan ditandatangani di atas materai cukup oleh direksi perusahaan da}exxgkapx
Surat Kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan
secara langsung oleh direksi perusahaan (Kefentuan tentang suraf kuasa diatur dalam
Pasal 63 Peratursn ini)
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Lampiran XI Peraturan Bupati Semarang
Nomor Y Tahun Jolr

Tanggal g .09 - gofl

Bentuk Izin Prinsip Perubahan

KOP SURAT KPPT KABUPATEN SEMARANG

IZIN FRINSIP PERUBAHAN

Nomor

Sehubungan dengan permohonan yang Saudara sampaikan tanggal

veveeverrarimmnieneeneny 081 metaperhatikan  Izin  Prinsip/lzin @ Prinsip  Perluasan

"M-p Nm’viilOitiitilIOII W 'I..I...l‘llh’ &mn ini dihﬁhhuhn hhw“ km“inuh mublik

: Indonesia memberikan IZIN PRINSIP PERUBHAN yang merupakan persclujuan atas
perubahian rencana proyek penanaman modal porusahaan Sandura scbagai berut :

(dain proyek yang tercantum dalam Izin Prinsip Perubahan hanys dats yang mengalami perubshan)
1. DATA PROYEK ")

?mmm&m \
Nama Perusahaan : B
2. Alamat :
3. Lokasi Proyek :
4. Bidang Usaha :
Produksi
Jenis Barang/ KBLI | Satuan Kapagsitas Keterangan
Jasa ,

% Fecsywrians sewial Pesefuran Frosidest No. 111 Yihun 2007 dn persturan sekioral

(— 5. Nilai Investasi (Rp/US$)*)
a. Modal Tetap
~ Pembelian dan Pematangan Tanah } reeeceeestesseensennnnnaronnsu
- Mesin/Peralatan dan Suku Cadang Doceres reesseasrnerenstastrseratee
- Lain-lain D vrnsensmavsnse covevsvsrninssnsans
Sub Jumish § seenseseusectosessnonssussansanm
b. Modal Kerja (untuk 1 furn over) D veevens creress
Jumlah*®) D eecretissarornsssanarasansess aver

%} corct yang fidek perlu
) fermasuk nilai mesin/perriatan dan suku cadang yang eken diimpor.

6. Penggunaan Tenaga Kerja Indonesia
7. Penycrtaan dalam Modal Perseroan

4. Peserta Asing Rp/US$") %
Sub Total
b. Peserta Indoncsia Rp/USS$Y) %
c. Total (a+b) 100%
"eoret yang tidak periu

8 Wakly ...
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8.

IL Fasilitas Penanaman Modal :
1.

2.

I Lain-lain :

1.

. antara perusahaan dengan Pemerintah Republik Indonesia yang tidak dapat

5-.

N

&

10.
11.
12.
13.
14.

Waktu penyelesaian proyek :

Rencana wakiu penyelesaian proyek diperpanjang menjadi selambat-lambatnya
sampai dengan tanggal ........ {..........).

Pembebasan Bea Masuk atas pengimporan mesin, barang dan bahan sesuai dengan
Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009.

Pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) Badan untuk Penanaman Modal di bidang -
bidang usaha tertentu dan/ atau di dacrah-daerah tertentu, sesuai Peraturan
Pemberintah No. 1 Tahun 2007 jo. Nomor 62 Tahun 2008.

Ferraohonan untuk mendapatkan Fasilitas Penanaman Modal sebagaimans dimaksud
dalam butir I disampaikan kepada PTSP BKPM;

Perusahaan yang siap beroperasi/berproduksi komersial wajib mengajukan
permohonan Izin Usaha ke PTSP yang menerbitkan Izin Prinsipnya.

Perusahaan wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dan
melaksanakan ketentuan lingkungan hidup dan ketentuan-ketentuan lainnya;

Khusus untuk perusahaan penanaman modal asing, dalam hal tegadi perselisihan

diselesaikan secara musyawarah, Pemerintah Indonesia bemdiamnsthw
penyelesaian menurut ketentuan konvensi tentang penyelesaian perselisihan antara
Negara dan Warga Negara Asing mengenai penanaman modal sesuai dengan
Undang-undang Nomor § Tahun 1968.

tidak berfentangan dengan atau masih dalam ketentuan, hak dan kewsjiban
scbagaimana tclah ditetapkan  sebelumnya oleh Pemerintah, tetap berlaku
scbagaimana adanys.

KEPALA KPPT KABUPATEN SEMARANG

.....................................................

Tembusan kepada yth. :

Kementerian Dalam Negeri;

Kementerian Keuangan;

Kementerian Hukum dan HAM u.p. Dirjen. Administrasi Hukum Umum;

Kementerian yang membina bidang usaha penanaman modal yang bersangkutan;

Kementerian Negara Lingkungan Hidup [bagi perusahaan yang diwajibkan AMDAL atau Upaya
Pengelolaan Lingkungan (UKL)/Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)];

Kementerian Negara Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah (bagi bidang usaha yang diwajibkan
bermitra);

Gubernur Bank Indonesia;

Kepala Badan Pertanahan Nasional (bagi penanam modal yang akan memiliki lahan);

Direktur Jenderal Pajak;

Direktur Jenderal Bea dan Cukai;

Direktur Jenderal Teknis yang bersangkutan;

Gubernur Jawa Tengah;

Bupati Semarang;

Kepala BPMD Provinsi Jawa Tengah.




Lampiran XII Peraturan Bupati Semarang
Nomor JY Tahun Q00
Tanggal o8 - QF- dor

Bentuk Permohonan Mendapatkan Izin Usaha
Bagi Perwcahaan Vang Bo okasi Diluar Hawezaa Indus’o

PERMOHONAN UNTUK MENDAFPATKAN IZIN USAHA
BAGI PERUSAHAAN YANG BERLOKASI DILUAR KAWASAN INDUSTRI

KETERANGAN PEMOHON

1. Nama Perusahaan

2. Nomor & Tanggal Pendaflaran/
Izin Prinsip PM

3. Bidang Usaha

4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

5. a. Akte Pendirian & Perubahannya

(Nama Notaris,Nomor & Tanggal)
b. Pengesahan Menteri Hukum dan HAM
(Nomor dan Tanggal)

6. Alamat Kantor Pusat :
- Nomor Telepon dan :
~  Faksimili :
- E-mail :

7. a. Alamat Lokasi Proyck/Pabrik :

- Nomor Telepon dan :
- Faksimili
- E-mail

REALISASI PROYEX

Jikn realisedd proyek mencekup lebih dasi satu scktor dan abiu berada di lebih dari satu Kebupaten/Kofa ks

kegintan mmmm pemasaran, penggunaan tanakh, tengge ko dan investasi) harus divinc?

v

1. Kapasitas Produlrsl dan Pemasaran Per tahun

Jenis Barang / Jasa®) Satuan Kapmtas“) ilkspor Kma-mnsa;;

----------------------- sanenan, rTewrrever

LR Y E Y TN E] XY YN S Y TRETIAE W csmuravaree

9 {mmmdbm“ﬁngmmmﬂnmmnmwhmm&m@hn
*) Didasarkan pada perhitungan Kapesitas ferpasang untuk sector industri

2. Nilai Ekspor per tahun (USS ...
5. Saat Mulai Berproduksi : '
Bulan :
Tahun :
4, !nvcstasx Proyek (Menggunakan Mata Uang sesuai SP)
a ModalTetap 5 i
- Pembelian & Pematangan Tanah: .
- Bangunan / Gedung D eeereeerssssnnsrinnrnarninsnsssnte
- Mesin/?eraiatan&Suku Cadang : covoirrvermrmemeencann
- Lain - Lain :
Sub Jumlah : ,
b. Modal Kegja (untuk 1 tumover) ;... eeriimrsesissssassssirarreces
Jumiah  eeeerertareieesiaens s e anararanns
5. Penggunaan Tanah D eenvensiensinersanns mZ/ha‘**)
=% Corct yang tidak periu :
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6. Sumber Pembiayaan

a. Modal Sendiri D niarrrreeciiisanteananeniaiantian
b. Laba yang Ditanam Kembali D eeetveeratiee et cneeanae
¢. Modal Pinjaman D eteereriiteceasssisesaeiicesiiiis
Jumlah U SUTN
7. Modal Perseroan : Lo :
4. Modal Dasar P oeseriesansenes ettt
b. Modal Ditempatkan D etettameenreaoenetenstanenarneenns
¢. Modal Disetor Do beecrmansararrraneiensins
8. Tenaga Kerja : Asing Indonesia
a. Pimpinan Perusahaan D0 diessem . . seesasssccsas
- PT. cvvvsinssisrannanss ¢ KOMisaris : sesvaire  anskesscenias
Direksi : ciaser eveeseeeeee.
~ Koperasi .............. : Pimpinan : crerees sieresesesn
b. Tenaga Profesional : cetves teraeereee,
- Manager I eserssr T seessvascesee
- Tenaga Ahli D esesesme . sseveseiesene
¢. Tenaga Kerja Langsung : BLAAASAALLES
Jumlah : veserie eerreeeneen

9. Penyeriaan modal dalam perseroan
Hanya dam untuk Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA)

------------------------------------------- Jrcmasusvaere s bie CrEREA R b rvrAr S P A s LA

(XN LY AU PIOSSOSRTERNRY FEHANERISI NGB enrrEsr § SEssrsasevRNITRIRNRSEE | SaussenrvIRATEIERTecc b
. " > /

b. Peserta Indonesia Rp/ U %

--------------- SersvmudsrviiBNArnbonusnEn SIS GSATCuUEEBRETTOR fad - *

lllllllllll POV RAS B S SR QPN SR CRE RN EIPORIEB TS (RIS RS Y YA NE RN ] IZEL AR LRSI RS A Y FNE 3

c Tota! atb)™ 100%

‘"')Mpcny:ruanmodddaummnmmmmmm

OL PERNYATAAN

Kami menyatakan bahwa permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatangani oleh
yang berhak di atas materai yang cukup dan sewsakiu-waktu dapat
dipertanggungjawabkan termasuk dokumen/data baik yang terlampir maupun yang
disampaikan kemudian.

Il-.dvii‘t.!l!alﬁl»l.i..t.itb’nlil‘.l(‘;llln,ZOtlm-t'

Pemohon,
Materai Rp.6.000,-
Nama terang, Tanda tangan,
Jabatan, Cap Perusahaan.

LAMPIRAN PERMOHONAN :

1.
2.

Laporan Hasil Pemeriksaan Proyek yang ditandatangani oleh Tim Pelaksana LHP, khusus

bagi kegiatan usaha yang memerlukan fasilitas bea masuk atas impor barang dan bahan

Rekaman akta pendirian dan pengesahan serta akta perubahan dan pengesahan dari

Departemnen Hukum dan HAM;

Rekaman Pendafiaran Penanaman Modal/lzin Prinsip Penanaman Modal/lzin Prinsip

Perluasan Penanaman Modal/Surat Persctujuan Penanaman Modal/Izin Usaha dan/atau

Surat Persetujuan Perluasan Penanaman Modal/Izin Usaha Perluasan yang dimiliki;

Rekaman NFWP,;

Bukti penguasaan/ penggunaan tanah atas nama perusahaan :

a) rekaman sertifikat Hak Atas Tanah afau akia jual beli tanah oleh FPAT, aéa)\u
rekaman....
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b) rekaman perjanjian sewa-menyewa tanah.

6. Bukti penguasaan/penggunaan gedung/bangunan :

a) rekaman lzin Mendirikan Bangunan (IMB), atau

b} rekaman akta jual beli/ perjanjian sewa renyewa gedung/ bangunan.

Rekaman izin Gangguan (UUG/HO) atau rekaman Surat Izin Tempat Usaha (SITU);

Rekaman Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) semester terakhir,

Rekaman persetujuan/pengesahan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)

atau rekaman persctujuan/pengesahan dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL)

dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL),

10. Persyaratan lain sebagaimana diatur dalam peraturan instansi teknis terkait dan/atau
peraturan daerah setempat;

11, Permohonan ditandatangani di atas materai cukup oleh direksi perusahaan;

12, Surat Kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang fidak dilakukan
secara langsung oleh direksi perusahaan.

oo 3
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Lampiran X111 Peraturan Bupati Semarang
Nomor ﬁ(/ Tahun Zoff
T Illgb 08 - 0:} - QD({

Bentuk Permohonan Mendapatkan Izin Usaha
Bagi Perusahaan Yang Berlokasi Di Kawasan Industri

PERMOHONAN UNTUK MENDAPATKAN IZIN USAHA

BAGI PERUSAHAAN YANG BERLOKASI DI KAWASAN INDUSTRI
L. KETERANGAN PEMOHON

1. Nama Perusahaan
Z. Nomor & Tanggal Pendaftaran/
Izin Prinsip PM
3. Bidang Usaha H
-~ 4. Nortior Pokok Wajib Pajak (NPWP) :
5. a. Akte Pendirian & Perubahannya
(Nama Notaris,Nomor & Tanggal)
b. Pengesahan Menteri Hukum dan HAM
(Nomor dan Tanggal)
6. Alamat Kantor Pusat
~  Nomor Telepon dan
" - Faksimili
-  E-mail
7. a. Alamat Lokasi Proyek/Pabrik :

- Nomor Telepon dan :

- Faksimili :

- E-mail :
menyatakan dengan sesungguhnya bahwa proyek kami ielah siap melakukan produksi
komersial dengan data sebagai berikut

1. Ka;:mtasﬁvdukmdanmmasamnmmhun :
Jenis Barang / Jasa®) Satuan Kapasitas*™®) Ebpor Keferangan

-------------------------------- wraevans sasismmuma

Napups
seswsrrmsvsosds  saseawewnsy s ranuvarer ryeeey

" Uniuk usaha dibidang perdagangan agar mencmtumhn Jjenis bcu'arkg yang dlpmdagang}mn
*) Didasarican pada perhilungan kapasitas terpasang untuk sector indiistri

2. Nilai Ekspor per tahun :USS ...
3. Saat Mulai Berproduksi :
Bulan :
Tahun :
4. Investasi Proyek (Menggunakan Mata Uang sesuai SP) '
a. ModalTetap 1 s, ceerscanes
- Pembelian & Pematangan Tunah: oo
~ Bangunan / Gedung I eeeesmsnenrereecesaarennsranaians
- Mesin/Peralatan & Suku Cadang : .............. waenreiecsenaninaneane
- lain - lain toxas
Sub Jumlah :
b. Modal Kerja (untuk 1 furn over) D sessterissriesiissssssssiiniiess
Jumlah D eererearieeriiteiaa e taaaa e
5. Penggunaan Tanah T rreeeeeeiarranenans mz fhat*?)
4%} Corct yang tidak periu
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6. Sumber Pembiayaan
a. Modal Sendiri
b. Laba yang Ditanam Kembali
. Modal Pinjaman
Jumlah
7. Modal Perserozn
&2. Modal Dasar
b. Modal Ditempatkan

--------------------------------------

R e R R I R Y

R R R PR R

c. Modal Disetor et eenaas
8. Tenaga Kerja Asing Indonesia
a. Pimpinan Perusahaan .
B0 L Y : Komisaris T .
Direksi = i aeeemeer iteevarsesaes
- Koperasi ... : Pitupinan : ceveri wrrereesaaens
b. Tenaga Profesional : caemr eresesaanaees
~ Manager ' : veaese  seressessssne
- Tenaga Ahli D emesess o sesses ceanane
¢. Tenaga Kerja Langsung D aarag s ¢ memrecsaceess
Jumlah .

9. Penyertaan modal dalam perseroan

Hanya diisi untuk Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA)

| a. Peserta Asing Rp/USS %
Sub Total
b. Peserta Indonesia Rp/US$ %
c. Tolal (a + b)™") s 100% '
................. OUTUUSUTRSRIORPRN > ¢ SR
Mengetahui/Menyefujui, Yang membuat pernyataan,
Direktur/ Pimpinan Kawasan Industri Direkiur Utama,
Matcrai Rp.6.000,-
Nama Jelas dan Cap Perusahaan Nama Jelas dan Cap Perusahaan
LAMPIRAN PEEMOIONAN :

1. Laporan Hasil Pemeriksaan Proyek yang ditandatangani olch Tim Pelaksana LHP, khusus
bagi kegiatan usaha yang memerlukan fasilitas bea masuk atas impor barang dan bahan

2. Rekaman akia pendirian dan pengesahan serta akia pcrubahan dan pengesahan dari
Departemen Hukum dan HAM;

3. Rekaman Pendaftaran Penanaman Modal/lzin Prinsip Penanaman Modal/lzin Prinsip
Perluasan Penanaman Modal/Surat Persetujuan Penanaman Modal/lzin Usaha dan/atau
Surat Persetujuan Perluasan Penanaman Modal/lzin Usaha Perluasan yang dimiliki;

4. Rekaman NPWP,

5. Bukti penguasaan/penggunaan tanah atis nama perusahaan :

a) rekaman sertifikat Hak Atas Tanah atau akta jual beli tanah oleh PPAT, atau

b) rekaman perjanjian sewa-menyews tanah.

Bukti penguasaan/penggunaan gedung/bangunan :

a) rekaman lzin Mendirikan Bangunan (IMB), atau

o

b} rekaman ...
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b) rekaman akia jual beli/perjanjian sewa menyewa gedung/ bangunan.

7. Rekaman Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) semester terakhir,

8. Rekaman persetujuan/pengesahan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)
atau rekaman persetujuan/pengesahan dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL)
dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL);

9, Persyaratan lain sebagaimana diatur dalam peraturan instansi ieknis terkait dan/atau
peraturan daerah setempat;

10, Permohonan ditandatangani di atas materai cukup oleh direksi perusahaan;

11.5urat Kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan
secara langsung oleh direksi perusahaan.

533




Lampiran XIV Peraturan Bupati Semarang
Nomor 3(/ Tahun Joff
Tanggal (8 ~09 - dol

Bentuk Permohonan Izin Usaha Penggabungan Perusahaan (Merger)
PERMOHONAN IZIN USAHA PENGGABUNGAN PERUSAHAAN (MERGER)

1. XETERANGAN PEMOHON

A. Perusahaan yang dipertahankan (.Surwng Company)
1. Nama Perusahaan == I .iiiiiiiiiairscecnstcccirneiaen.
2. Status Perusahaan : PMDN/ PMA®)
*)Coret yang tidak periu
3. Bidangusaha = Liecieeeecccenneeens
4. Lokasi Proyek :
5. Izin Usaha : ;
6. Alamat lengkap : ewee
- Nomor Telepon
- Faksimili
- E~-mail .
7. a) Akta Pendirian D aeenene reetetreaeneeaeraenstaeneann
b) Akta Perubahan D eereennes enreeesnaeranas ceresarianes

¢) Pengesahan Departemen 3 crusivenctesanassnssesarsrrsasvevens .
Hukam dan HAM

B. Perusahaan yang digabungkan Wezgmg Company)

2. Status Perusahaan !’!vaN PMA, Non PMDN/PMA')

ehrscansasrtiovnBEreRR eI RaastIanaY

“sEsrsmBRERsssansane

R T T R Y

BrvesssANRCENRBUFYFASRISRRETES [T XYY

+
E
e oy
]
E
+
.
'
s
3
<
3
.
.
+
+
4+
1
s
.
.
.
.
.
.
4
3
+
»
»
13
»
.
*
.
.
.
.
[
.

5. lzin Usaha Tetap L ceerucramsanseserracnannensseeeresans
6. Alamat :

. P Y eemneee veeanneetarreensarannannanee

- Nomor Tek : -

a r S PRASHIISRIET RN T FPF SIS IR TTOPFECPSIALLE
Faksimili :

Faksimili L rasssasesettsessarenssersonannnunnre
3 -

~ E~-mail S mmvesecrasacenes recesarseansesseriann

7. a) Akta Pendirian 2 evenvsvessarsannaave Crrvesmaneves cver

b) Akia Perubahan - ST versasesencanssensavenasssannas
¢) Pengesahan Departemen D eenee cersrsransanverense coosonaces
Hukum dan HAM

Apabila porusshaan yang digabungkan lehih dati | (saivt) perosshuan, inska dats pervisahsan diisi sesuai vrsian
i atas (butir B)

1L DATMWMWYANGMWUNGSESUAUUT

A}ub.r}'s }.udugg usaha/sekior den loksst proyek dari pawuhun ynng diperishanken maupun perusakesn-
thhduﬂt‘ tu) bidarg a/ecktor dan 1 latu) Kabupaten/Kots atey, magn
drin pmyct dibmt kerpisalt sesuni Bidang usehea/scktor dan Jokasi Kabupaten/Xote IRASING -MAsing.

A. Produksi Per Tahun :

Jenis Barang / Jasa Satuan Kapasitas Produksi

1% 1 ) 111 ***)

SR B EETD IR RA IS SO RAENION FHTTEE - . wavas vesrssrarnanns L terecsicsasassrereans
] ctrwmsasnensenen AeIAULETES SRS PR *s B T e * rirerasusesnan wrrancssratEry [ weressiissiEzasswsve
P L e Tetste kbl anddeocie sssassuspwnrniba ceane . = 4 oAhEEIBIRENETIONT Y
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0

B. Pemasaran Ekspor Per tahun Perusahaan yang dipcrtahankan (Surviving) sctelah
merger:

Jenis barang/jasa Ekspor (%)
Perkiraan nilai ekspor per tahun IR 515 T —

*} Perusahaan yang dipertahankan {Surviving

) Perusahaan-perusabaan yang digabungkan (Merzing)
M Perusahaan yang dipertahankan (Surviving) setelah merger

C. Lokasi Kegiatan Usaha ‘ corens R
") 1 I ***)
1. Kabupaien/ Kota : : . v eemeseveesesnens
Z. Propinsi : S v eeaeessssemenens
D Penggunaan tanah e _Perusahaan
I‘) I] 3!) iu *i*‘)
E. Penggunaan Tenaga Kerja e Perusahaan ;
l-#) H #I) HI nm&)
Tenaga kerja Indonesia (orang) D ererresenmsesrr wvemisserasnes  essscssssseress
F. Investasi % Perusahaan ,
(Diisi sesuai mata uang sebelumnya ) ™ 1 *%) i1 ***)
- 1. Modal Tetap
a. Pembchan dan Pematangan :
b. Bangmm/chung :
¢. Mesin-mesin/Peralatan dan :
Suku Cadang
d. Lain-lain :
Sub Jumlah : - -
2. Modal Keria 1 eaviisErbiiss  SszssLASGEAMES
H. Sumber Pembiayaan T P
") o*) I ***)
1. ModalSemiiri : :
3 Laba I}lianam Kembali T smsas T . :
Jumlah :

*} Ferusahaan yang dipertahankan (Surviving
*) Perusahaan-perusahsan yang digabungkan (Mesging
+*) Perusahuaan yang dipertahankan (Surviving) setelah merger

1. Modal Perseroan - Ferugahaan
*) n* =
1. Modal Dasar T reccnennns o s T rreeanereenatans
2. Modal Ditempatkan Y revessrente vwesavsesesee  svessssessessese
3. Modal Disctor D avevressesrmare  sesens evesreres avesearmessseses

. Posisi Kepemilikan Saham
! (Diisi bila ada PMA yang bergabung atau penggabungan antar PMA)




Yz’

~

A. Penyertaan Asing
PERUSAHAAN-PERUSAHAAN YANG PERUSAHAAN SETELAH

_ BERGABUNG BERGABUNG
Nama Nama Pemegang uUs$ Nama Pemegang |  USS$
Perusahaan |  Saham Saham

B. Penyertaan Indonesia _
PERUSAHAAN-PERUSAHAAN YANG PERUSAHAAN SETELAH
BERGABUNG . ’ BERGABUNG

Nama Nama Pemegang uUss Nama Pemegang | US$
Perusahaan Saham Saham

Il llllllllllllllll SR RPTRS LN IS EBAR SRR ERER X ELRE R T I AL A R A S 8 SBLEIRGRSNS VN FEY 48sasem

'n&bb#'lI'll’.'."!ﬁ~’b.'.'t | avswemur=y D R R ke R L g SerPey wee

ZI ASANNRERTRE WY S REBRETWE P sdaULEasBLannIe LEA X R R T FURT W IEP P S AN NCETIRETIYRF THbse aae

B, rrcrreriesaans | sssvsnssassrmmennnmere | cassnsenss cesvscansncsmmmmnrersrener | sesneses

1 AW BT P PRAEIHEBLARECES LTS TREBPTUSY SN BES BT XTIV L ¢ FLGGABREIRIRNEY R it

*} Perusshaan-peruasahsan yang WW
*y Perusabaan yang dipertahankan (Surviving sciclah merg

HI. PERNYATAAN

Kami menyatakan bahwa permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatangani oleh
berhak di atas materai yang cukup dan sewaktu-wakiu dapat dipertanggungjawabkan,
termasuk dokumen/data yang terlampir maupun yang disampaikan kemudi;n.
, . Oueeene
Tanda tangan, nama terang,
jabatan dan cap Perusahaan-perusahaan
yang bergabung

Surviving Company Merging Company/ies:
PT 1. PT..... 2. PTcrsrasesnirasanmes
Materai Rp. 6000

ARPLEADELEAEREEANTIROCRC S LAN O D reme e eaorisss amnry

LAMPIRAN PERSYARATAN : 7

1. Laporan Hasil Pemeriksaan Proyck yang ditandatangani oleh Tim Pelaksana LHP, khusus
bagi kegiatan usaha yang memerlukan fasilitas bea masuk atas impor barang dan bahan

2. Rekaman akta pendirian dan pengesahan serta akta perubzhan dan penzesahan dari
Departemen Hukum dan HAM; ( .

3. Rekaman Pendaftaran Penanaman Modal/lzin Prinsip Penanaman Modal/lzin Frinsip
Perluasan Penanaman Modal/Surat Persetujuan Penanaman Modal/Izin Usaha dan/atau
Surat Persetujuan Perluasan Penanaman Modal/Izin Usaha Perluasan yang c‘liunﬂﬁ,

. Rekaman ...
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Rekaman NPWP;

Bukti penguasaan/penggunaan ianah atas nama perusahaan :

a) rekaman sertifikat Hak Atas Tanah atau akta jual beli tanah oleh PPAT, atau

b) rekaman perjanjian sewa-menyewa tanah.

6. Bukti penguasaan/penggunaan gedung/bangunan :

a) rekaman lzin Mendirikan Bangunan (IMB), aiau

b) rekaman akia jual beli/perjanjian sewa menyewa gedung/ bangunan.

Rekaman izin Gangguan (UUG/HO) atau rekaman Surat lzin Ternpat Usaha (SITU);

Rekaman persetujuan/pengesahan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)

atau rekaman persetujuan/pengesahan dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL)

dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL);

9. Persyaratan lain sebagaimana diatur dalam peraturan instansi teknis terkait dan/atau
peraturan daerah setempat;

10.Permohonan ditandatangant di atas materai cukup oleh direksi perusahaan;

11.Surat Kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang fidak dilakukan
secara langsung oleh direksi perusahaan

12.Kesepakatan seluruh pemegang saham masing-tasing perusahaan baik perusahaan yang
meneruskan kegiatan (surviving company) maupun perusahaan yang menggabung
(merging company) teniang persetujuan penggabungan perusahaan dalam bentuk akta
Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang memenuhi ketentuan Bab V1
UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,

13.Kesepakatan seluruh pemegang saham perusahaan yaitu perusahaan yang meneruskan
kegiatan (surviving company) dan perusahaan yang menggabung (merging company)
fentang rencana penggabungan perusahaan (Merger Plan) dalam bentuk akta merger
yang tela disctujui oleh Mentes Hulan : dan Hak Asusi Manusia;

14.Rekaman Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKFPM) periode terakair bagl perusahaan

yang meneruskan kegiatan usaha (surviving company).

@
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Lampiran XV Peraturan Bupati Semarang

Nomor 35’ Tahun Jor
Tanggal 08 o 03. qo((

Bentuk Izin Usahsa/Izin Usaha Perlnasan

KOP SURAT KPPT KABUPATEN SEMARANG

o~ Menimbang : 1. bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang

N diterima tanggal .... dan Laporan Hasil Pemeriksaan No.
L s tangzal ....... /Laporan Kegiatan Penanaman Modal

(IXPM-L1) Semester.... Tahun .... atas pelaksanaan
Pendaftaran Penanaman Modal/lzin Prinsip Penanaman
Modal No..... tanggal .... atas nama .... yang bergerak di
bidang usaha ...., diznggap telah memenuhi syarat-syarat
yang diperiukan schingga diberikan Izin Usaha;

2. bahws untuk itu per{u dikeluarkan Surat Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman

Undang-undang Nomor ... Tahun ... yang berkaitan dengan
bidang  usaha;

Peraturan Pemerintah Nomor ... Tahun ... 'yang berkaitan
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun
2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal
Peraturan Presiden Nomwor 27 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Terpadu Satu - Pintu di Bidang Penanaman Modal;
Persturan Menteri teknis tentang Pelimpahan Wewenang;
Modal Nomor ... Tahun ... tentang Pedoman Dan Tata Cara
PFermohonan Penanaman Modal. .

MEMUTUSKAN

Ne M s B

Menetapkan

FERTAMA  : Memberikan lzin Usaha kepada perusahaan penanaman modal
asing atau penanaman modal dalam negeri :

1. Nama Perusahaan
2. - Akta pendirian dan : Notaris.....,No. ........
perubahannya tanggal.......
- Pengesahan : No. coseeeeen. Tanggal ........
Menteri Hukum
dan HAM
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KEDUA

3. Bidang Usaha

4. NKP T ..

5. NPWP D

6. Alamat

a. Kantor Pusat D
Telepon/Facsimile .

b. Lokasi Proyek

7. a. Jenis dan kapasitas produksi
terpasang per tahun

Jenis Produksi ~ KBLI

b. Pemasaran (bila ada ekspor)
Keterangan :

8 . Investasi
a. Modal Tetap

- Pembelian dan pematangan
tanah

- Bangunan dan gedung

~ Mesin/peralatan dan
suku cadang

- Lain-lain

Sub. Jumlah

b. Modal Kerja
c. Jumlah

.............

----------------------------------------------

----------------------------------------------

..............................................

L L R T L L L Ty v

......

»
. se

»
. me

. e

9, Penyertaan modal dalam perseroan .............

Hanya diisi untuk perusahaan penanaman modal asing

a. Peserta Asing

Rp/US$ %

----------------

---------------------

---------------------

c. Total (a + b )*™*)

.................

10. Tenaga Kerja :
- Jumlah Tenaga Kerja

11. Penggunaan Tanah

----------------------------------------

Mewajibkan kepada perusahaan sebagaimana tersebut pada
diktum PERTAMA untuk menaati ketentuan sebagai berikut :
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KETIGA

KEEMPAT :

E

SOk RnN-

1. Mengajukan izin perluasan, jika perusahaan melakukan
penambahan produksi melebihi 30% diatas kapasitas izin;

2. Melaksanakan semua ketentuan yang tercantum dalam
dokumen RKL/RPL atau UKL/UPL;

3. Menyampaikan laporan berkala kegiatan penanaman modal
(LKPM-L2) selambat-lambatnya pada tanggal 31 Januari
setiap tahunnya kepada :

a. Kepala PDKPM
b. Kepala PDPPM
- ¢. Kepala BKPM
d. Pengelola Kawasan Industri (jika lokasi di kawasan

: Tzin Usaha perusahaan penanaman modal asing atau

penanaman modal dalam negeri ini berlaku :

1. Scjak peruschaun Deroperasi lomersial bulan ... dan
seterusnya selama perusahaan masih melakukan kegiatan
usaha, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-
undangan; o

2. Untuk melaksanakan kegiatan usaha ..... dengan mengikuti
ketentuan yang berlaku;

3. Untuk pemakaian gudang atau fempat penyimpanan yang
berada dalam komplek usaha yang bersangkutan.

Apabila ketentuan dalam keputusan ini tidak dipenuhi, dapat
berlaku,

Keputusan ini sewakiu-waktu dapat diubah, bilamana ternyata
penctapannya tidak benar atau terdapat kekeliruan.

Ditctapkan di
Pada Tanggal

KEPALA KPPT KABUPATEN SEMARANG

ee B

Yth. :

Menteri yang membina bidang usaha penanaman modal yang bersangkutan;
Direktur Jenderal Teknis yang bersangkutan;

Direktur Jenderal Pajak;

Gubernur yang bersangkutan;

Kepala PDPPM;

Kepala PDKPM.
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Mengingat

7
)

Menctapkan :
: Memberikan Izin Usaha Penggabungan Perusahaan (mergen) kepada :

FERTAMA

Lampiran XVI Peraturan Bupati Semarang
Nomor 9% Tahun J6(f
Tanggal of - 0 - Qoff

Bentuk Izin Usaha
Penanaman Modal (Merger)

KOP SURAT KPPT KABUPATEN SEMARANG

IZIN USAHA PENGGABUNGAN PERUSAHAAN

2. Undang-undang
usaha;

3.
4.

5.

) R tanggal,
tangzal

PENANAMAN MODAL (MERGER)

Nomor :

bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima
tanggal ..., Akta Notaris No. ......... tanggal .......... tentang
pernyataan kesepakatan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
srssssneasnennnnensey Akta Nofaris No. .........
.......... PT. wrceseevsecnecesr.o. dan Akta Notaris RUPS Merger No.
.......... tanggal ................. dianggap telah memenuhi syarat-
syaratyangdipcrlukanaehin,ggadiberikanlzinvsahadalamrangka
penggabungan perusahaan (merger);
bahwa untuk itu periu dikeluarkan Surat Keputusan.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;

Peraturan Pemerintah Nomor ... Tahun ... yang berkaitan dengann
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2007 tentang
Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu
Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;

Peraturan Menteri teknis tentang Pelimpahan Wewenang; ,
Peraturan Kepala Badan Kepala Koordinasi Penanaman Modal Nomor
.... Tahun ... tentang Pedoman Dan Tata Cara Permohonan Penanaman
Modal.

MEMUTUSKAN

A Perusahaan yang mencruskan kegiatan  Surviving Company) :

1. Nama Perusahaan

2. - Akta pendirian dan : Notaris ..., No.... Tanggal...
perubahannya
- Pengesahan : No. ..... Tanggal ...............
Menteri Hukum
dan HAM

3. Bidang Usaha
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4. NKP

.
5. NPWP s s ssase s ee

6. Alamat
a. Kantor Pusat D ietreressssericessntitssneasssinnaseeseans
Telepon/Facsimile S eersusmiseertsnnisanserussresarsessetsrarsssases
b. Lokasi Proyek Dt eveensseesrssenienrtasssssanansarneasenssanens
7. a Jenis dan kapasitas produksi
terpasang per tahun

KBLI Satuan Kapasitas enis uksi

------

b. Pemasaran (bila ada ekspor)

Keterangan :
8. Nilai Investasi
a. Modal Tetap :
- Pembelian dan pematangan : ... vevrsseseeesnvesersnersance
tanah
- Bangunan dan gedung -
- Mesin/peralatan dan D
suku cadang
- Lain-lain

Sub. Jumlah

. e

b. Modal Kerja .
Jumilah

[
. o

9. Penyertaan modal dalam perseroan .............
Hanya diisi untuk perusshasn penanaman modal asing
a. Peserta Asing Rp/US$ * %

b. Peserta Indonesia Rp/USS$ * %

B G RE RS AT TANPEEEgINNOROREPRT TR SrRGIEORIYIEFYISRLEIAIRY VPORANTIUBINSISACIERIRNTY

jc. Total (a+b)*™) | ...ccoevnnnenn.... 100%

*) coret yang tidak periu
10. Tenaga Kerja :
- Jumlah Tenaga Kerja

11. Penggunaan Tanah : m2/Ha

i.  Perusahaan yang bergabung ( Merging Company) :

1. Nama Perusahaan D teeemsassssasemsosnssoninnesssnestessisivasens
2. - Akta pendirian dan : Nofaris ..., No. ...Tanggal ..
perubahannya
- Pengesahan : No. .... Tanggal ...........
Menteri Hukum
dan HAM
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.
3 Usaha :
. . . ese seesssnre ersssrersrecercr e

4. NKP D et eceesrsesnrannserreerresaaitatasssansnnnnnenas
5. NPWP D e eessesirereerranerresraene s nrnanerassatsnnanns
6. Alamat
a. Kantor Pusat it i as e e ss s setaasenes
Telepon/Facsimile D e eeseesesanssstisaecesiatsssasaerennne st es
b. Lokasi Proyek D e tttsrmenrsrenessnatiessaarassssssssssssanas
7. aJenis dan kapasitas produksi
terpasang per tahun
KBLI Satuan Kapasitas Jenis Produksi
o b. Pemasaran (bila ada ekspor)
Keterangan :
8. Nilai Investasi :
a. Modal Tetap :
- Pembelian dan pematangan : ...
tanah
- Bangunan dan gedung P ..
- Mesin/peralatan dan D e
suku cadang
~ Lain-lain Doeee
Sub. Jumlah :
b. Modal Kerja .. revensnen
Jumlah I
o 9. Penyertaan modal dalam perseroan .............
o Hanya diisi untuk perusahaan penanaman modal asing
a. Peserta Asing Rp/US$ * %
Sub Total v
b. Peserta Indonesia Rp/USS$ * %
c. Total (a + D)™™ | ... ~_100%
*) coret yang tidak periu
10. Tenaga Xerja @
- Jumlah Tenaga Kerja D eeieercsmesessssssteassrstassrsossrsnsesnsresnnn
11. Penggunaan Tanah : m2/Ha

C. Perusahaan hasil penggabungan ( Merger Company) :

1. Nama Perusahaan 3 errmessremrieitibascstaansesasetes
2. - Akta pendirian dan : Notaris ..., No. ...Tanggal ...
perubahannya
- Pengesahan : No...... Tanggal ...........
Menteri Hukum
dan HAM
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3. Bi Usah
3. Bi saha :
. LA A L e E E R T LT T Ty
4. NKP :
. D e eerireisesasresatssaasrnsarertesaesstaanen

5. NPWP

6. Alamat
a. Kantor Pusat OO PP SRRSO
Telepon/Facsimile D e enenns
b. Lokasi Proyek :
7. a.Jenis dan kapasitas produksi
terpasang per tahun

KBLI Safuan Kapasitas  Jenis Produksi

b. Pemasaran (bila ada ekspor)
Keterangan :

8. Nilai Investasi
a. Modal Tetap :

- Pembelian dan pematangan ...
tanah '

- Bangunan dan gedung T

- Mesin/peralatan dan .
suku cadang

- Lain-lain D

Sub. Jumlah :

o~

------------------------------------------------------------------------

Sub Tota

---------------------------------------------------

| c. Total (a + b )****) 100%
*) corct yang tidek peria )
10. Tenaga Kerja :

- Juralah Tenaga Kerja

11. Penggunaan Tanah : mZ/Ha

KEDUA : Mewajibkan kepada perusahaan hasil penggabungan (merger company)
sebagaimana tersebut pada diktuma PERTAMA unfuk menaali ketentuan
sebagai berikut :

1. Mengajukan izin perluasan, jika perusahaan melakukan
penambahan produksi melebihi 30% diatas kapasitas izin;
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KETIGA

KEEMPAT

KELIMA :

2. Melaksanakan semua ketentuan yang tercantum dalam dokumen
RKL/RPL atau UKL/UFL;

3. Menyampaikan laporan berkala kegiatan penanaman modal (LKPM-
L2) selambat-lambatnya pada tanggal 31 Januari setiap tahunnya
kepada :

a. Kepala PDKPM

b. Kepala PDPPM

¢. Kepala BKPM

d. Pengelola Kawasan Industri (jika lokasi di kawasan industri).

¢ Izin Usaha perusahaan penanaman modal asing atau penanaman modal

dalam negeri ini berlaku :

1. Sejak perusahaan beroperasi komersial bulan .... dan seterusnya
selama perusahaan masih melakukan kegiatan usaha, kecuali
difentukan lain olch peraturan perundang-undangan;

2. Untuk melaksanakan kegiatan usaha ..... dengan mengikuti
ketentuan yang berlaku;

3. Untuk pemakaian gudang atau tempat penyimpanan yang bérada
dalam korplek usaha yang bersangkutan. '

: Apabila ketentuan dalam keputusan ini tidak dip;:rmhi, dapat dikenakan

sanksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Keputusan ini  sewaktu-waktu dapat diubah, bilamana ternyata
penctapannya tidak benar atau terdapat kekeliruan,

Ditetapkan di
Pada Tanggal

KEPALA KPPT KABUPATEN SEN ARANG

....................................................

1. Menteri
Z. Direktur Jenderal Teknis yang bersangkutan;
3. Direktur Pajak;

yang membina bidang usaha penanaman modal yang bersangkutan;




Lampiran XVII Peraturan Bupati Semarang
Nomor  4¢ Tahun Zoir
Tanggal pf - 09 - gou

Bentuk Izin Usaha Perubahan
KOP SURAT KPPT KABUPATEN SEMARANG

IZIN USAHA PERUBAHAN

- Nomor S
- Sifat : Yth.
N Lampiran : - Direksi PT. ..cvcveerenennn
Hal : Perubahan atas Surat Keputusan
tentang Izin Usaha No.......... tanggal
.......... atas nama PT. ..........eeu..

---------------

- -~

-----

Schubungan dengan surat permohonan Saudara yang diterima Badan
Koordinasi Penanaman Modal tanggal wwseusevenry peTihal tersebut pada pokok surat
dan memperhatikan Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman
Modal, Pendaftaran/Izin Prinsip/Surat Persetujuan No. ............ tanggal .............
dan kzin Usaha No. ............... tanggal ........... dengan ini kami dapat menyetujui
perubahan Izin Usaha No. seereernenre $ANZRAL oo dalam rangka Penanaman
Modal Dalam Negeri/Asing atas nama PT. ............ schagai berikut :
. DikmmmeuphnamarPM‘AMAmgcmimghmwdiubahmenjadi
‘o sebagai berikut :

Keientuan lain yang telah ditetapkan dalam kzin Ussha No. ...
mwl&m...mmpmm%mmmdmgpumtm

KEPALA KPPT KABUPATEN SEMARANG

..................................

. ‘ Men v
- Direktur Jenderal Teknis yang bersangkutan;
- Direktur Jenderal Pajak;

. *

penanaman modal yang bersangkutan;
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